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ABSTRAK

Nalar Fikih Imam al-Mawardi tentang Konsep Igta’ Korelasinya dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

SAYID HIDAYATUL UMAM
NIM: 18913083

Di dalam Islam tercapainya sebuah rasa keadilan sangatlah dijunjung tinggi
demi mengedepankan kemaslahatan ummat sehingga tidak ada rasa kecemburuan
sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa keadilan ini juga berlaku
pada hak-hak atas tanah yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Peraturan mengenai
kepemilikan atas tanah sudah banyak ditulis oleh para ulama terdahulu, salah satunya
oleh Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam as-Sultaniyah wal
Wilayat ad-Diniyah pada bab masalah hukum igra’ (pemberian lahan milik negara
kepada masyarakat) beserta pembagianya.

Penelitian ini membahas tentang analisis hubungan antara nalar fikih Imam al-
Mawardi, dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) tentang konsep igra’. Metode penelitian menggunakan
penelitian pustaka (library research), pada penelitian ini digunakan tiga pendekatan
penelitian, dimana pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan yuridis, pendekatan
normatif, dan pendekatan sejarah. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

Hasil yang diperoleh dari penelitian terkait hubungan antara nalar fikih Imam
al-Mawardi dengan UUPA yaitu: berdasarkan ketentuan dalam UUPA dan Peraturan
Pemerintah, maka hak atas tanah yang diperoleh untuk perseorangan dan badan badan
hukum adalah; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak
Sewa dan Hak Memungut Hasil Hutan.Pejabat yang berwenang menerbitkan
keputusan pemberian hak atas tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia adapun bentuk Penetapan Pemerintah dalam perolehan hak atas
tanah adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Pemikiran-pemikiran al-
Mawardi merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan
kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalakan
roda kebijakan pemerintah.Untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang merata
maka al-Mawardi menawarkan konsep igfa’. Dalam sistem perolehan igfa’ maka
perseorangan atau badan hukum haruslah melalui proses izin terlebih dahulu kepada
imam (khalifah) hal ini juga sebagaimana yang telah disepakati para imam mazhab.

Kata Kunci: Imam al-Mawardi, /gta’, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Hak
Atas Tanah
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ABSTRACT
FIQH REASON OF IMAM AL-MAWARDI ABOUT THE CONCEPT OF
1Q7A4° AND ITS CORRELATION TO THE LAW NUMBER 5 OF 1960 ON
BASIC REGULATIONS ON AGRARIAN PRINCIPLES

SAYID HIDAYATUL UMAM
NIM: 18913083

In Islam, achieving justice is highly upheld to prioritizethe benefit of the
ummah to prevent the emergence of social jealousy in social life. Justice also applies
to land rights in society. Regulations on land ownership have been written by many
previous scholars, one of whomis Imam al-Mawardi in his book entitled Al-Ahkam
as-Sultaniyah wal Wilayat ad-Diniyah in the chapter on legal issues of igta' (granting
state-owned land to the community) and their distribution.

This study discusses about the analysis of the relationship between figh
reasonof Imam al-Mawardi's and Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations on
Agrarian Principles (UUPA) regarding the concept of igta’. The research method used
library research andthree research approaches usedin this study: included juridical
approach, normative approach, and historical approach. The data analysis in this
research was conducted using descriptive qualitative method.

The results obtained from this research related to the figh reason of Imam al-
Mawardi and UUPA showed that based upon the provisions in the UUPA and
Government Regulations, the land rights obtained for individuals and legal entities
include Ownership Rights, Cultivation Rights, Building Use Rights, Use Rights,
Lease Rights and Collecting Rights for Forest Products. The official authorized to
issue a decision on granting land rights is the Head of the National Land Agency of
the Republic of Indonesia. Meanwhile, the Government Determination in the
acquisition of land rights is in the form of a Decree on the Granting of Rights
(SKPH).Al-Mawardi viewed that there are two types of stipulation of the imam in the
igta’ acquisition system, i.e. with the igta' system as property and igta' as the
usufructuary rights for igta' as property. Thus, individuals or legal entities to obtain
rights must first obtain permission from the imam (caliph) or a sign on land that has
been previously desired. This is to create proof of ownership. For the acquisition of
igta’ rights of use, individuals will be subject to ‘usyr and kharaj taxes to obtain
usufructuary rights over the landdesired.

Keywords: Imam al-Mawardi, igta’, Law Number 5 of 1960, Hak Atas Tanah
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Islamic University of Indonesia
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telah menemaninya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam pandangan masyarakat di Indonesia merupakan salah satu
sumber kehidupan yang dimana dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan
dan kesempurnaan hidupnya, sebagaimana yang harus diketahui bahwa umumnya
masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris yang dimana bergantung pada
tanah. Oleh lantaran tanah adalah asal kehidupan manusia, sehingga manusia
tidak dapat dipisahkan dengan tanah dan hal ini mengakibatkan interaksi yang
dimana menimbulkan saling ketergantungan dan saling menguntungkan diantara
keduanya.

Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat
fungsional®, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tanah selain
memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, tanah juga berperan sebagai penggerak
perekonomian baik bagi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat baik
itu berupa tempat pertanian, sebagai ladang maupun sebagai tempat perindustrian

dan lain-lain.

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat3. Maksud dari dikuasai
oleh Negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam
arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia

atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

1Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan edisi 2, cet. 1, (Yogyakarta: Suluh Media,
2018), him. 29

2Ibid.,

3https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945, diakses Sabtu tanggal 1 Januari 2022 jam 12.15 WIT.



https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh
kolekti rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepercayaan Negara untuk
mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4, Sebagai salah satu realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945, ini juga maka tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih
dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dimana
UUPA ini merupakan hukum positif yang mengatur tentang pertanahan di
Indonesia.

Di dalam Syari’at Islam tercapainya sebuah rasa keadilan sangatlah dijunjung
tinggi demi mengedepankan kemaslahatan ummat dan agar tidak ada rasa
kecemburuan sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa keadilan
ini juga berlaku pada hak-hak atas tanah yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
Sehingga di dalam Syari’at Islam dilarang adanya sifat berlebih-lebihan baik itu
di dalam perolehan kepemilikan hak atas tanah, karena dikhawatirkan akan
menimbulkan tanah terlantar dengan adanya sifat berlebih-lebihan tersebut.

Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu Umar melakukan
beberapa perubahan terhadap tanah taklukan ia tidak banyak memberikan tanah
sebagi igta’ seperti zaman Rasulullah Saw, sehingga dari kebijakannya tersebut
menimbulkan banyak para sahabat yang mempertanyakan dan bahkan menentang
keputusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa Khalifah Umar menyalahi
ketentuan hukum yang sudah ditentukan ketika masa Rasulullah Saw. Akan tetapi

keputusan yang dibuat oleh Khalifah Umar barangtentu sudah memiliki alasan

4Samun Ismaya, Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019),
him. 25



khusus yang dimana menurut Khalifah Umar bahwasannya praktik pembagian
tanah hasil rampasan perang kepada para pejuang yang ikut dalam peperangan
berpotensi menimbulkan keberpihakan dalam pemilikan tanah. Pada suatu saat,
para para pejuang Yyang sering ikut berperang akan menjadi tuan tanah
(zamindari), karena memiliki tanah dimana-mana. Hal ini tentu saja menimbulkan
penumpukan kekayaan yang berlebihan yang dimana peraktik seperti itu dilarang
dalam ajaran Islam®.

Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang khalifah dapat memilih antara
membagi-bagikan lahan tanah tersebut kepada para pejuang yang berhasil
merebutnya sehingga menjadi tanah ‘usyriyyah (dikenai kewajiban zakat per
sepuluh) atau mengembalikannya kepada pemilik sahnya dari kaum musyrik
dengan ketentuan harus membayar kharaj sehingga menjadi tanah kharaj. Dengan
ketentuan yang terakhir itu, pemilik tanah musyrik itu berubah setatusnya sebagai
kafir zimmi. Bisa juga mereka menyerahkan lahan tanah tersebut kepada kaum
Muslim sehingga statusnya berubah menjadi darul/ Islam (negara Islam), entah
tanah tersebut ditempati oleh kaum Muslimin entah dikembalikan kepada orang-
orang musyrik, dengan catatan pemilik sahnya tetap kaum Muslim. Namun tanah
tersebut tidak boleh dilepas agar statusnya tidak berubah menjadi darul harbi
(negara kafir)®.

Peraturan mengenai kepemilikan atas tanah sudah banyak ditulis oleh para
ulama terdahulu, salah satunya oleh Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang
berjudul Al-Ahkam as-Sultaniyah wal Wilayat ad-Diniyah terdapat bab yang
secara spesifik membahas mengenai hukum-hukum pertanahan yang akan dibahas

SRahma Fitriani. “Pemilikan Tanah Perspektif Islam”. Al-Mabsut, Vo. II, No. 1, (April 2011),
him. 2.

éAl-Mawardi. Al-Ahkam as-Sultaniyah wal Wilayat ad-Diniyah. (Kuwait: Maktabah Dar lbnu
Qutaibah, 1989), him. 162



pada penelitian ini, yaitu bab masalah hukum 7gta’ (pemberian lahan milik negara
kepada masyarakat) beserta pembagianya.

Berangkat dari pemikiran di atas peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih
mendalam, mengeksplorasi dan menganalisa pendapat imam al-Mawardi tentang
pemberian hak atas tanah oleh pemeritah, apakah konsep yang ditawarkan sesuai
dengan manfaat dan tujuannya itu sendiri sehingga benar-benar memberikan
kemaslahatan dan kesejahteraan yang besar bagi manusia secara keseluruhan

khususnya dalam hal hak atas tanah.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sistem perolehan hak atas tanah oleh pemerintah menurut UUPA ?

2. Bagaimana sistem perolehan hak atas tanah oleh pemerintah menurut Imam
al-Mawardi?

3. Bagaimana relevansi pemikiran Imam al-Mawardi tentang konsep igta’
dengan UUPA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Menkaji sistem perolehan hak atas tanah oleh pemerintah menurut UUPA.

b. Menganalisa sistem perolehan hak atas tanah oleh pemerintah menurut
Imam al-Mawardi.

c. Menkaji relevansi pemikiran Imam al-Mawardi tentang konsep igta’
dengan UUPA



2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
pemberian hak milik atas tanah menurut Undang-undang nomor 5 tahun
1960 dalam perspektif Imam al- Mawardi

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemahaman kepada kalangan akademisi maupun bagi masyarakat luas
khususnya bagi yang ingin memperdalam pemahaman akan keislaman dan
nantinya dapat digunakan se bagai salah satu refrensi bahan pertimbangan

bagi kajian selanjutnya.
D. Sistematika Pembahasan

BAB | merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang
munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pertanyaan
penelitian yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan
dilakukanya penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB Il adalah kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam
subbab kajian penelitian terdahulu, peneliti berusaha untuk menguji secara
penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberian hak milik atas tanah oleh
pemerintah menurut UUPA dalam perspektif Imam al-Mawardi. Tujuan pada
subbab ini adalah peneliti memposisikan diri dengan membandingi penelitian
terdahulu, sehingga tampak jelas perbedaan dan arah penelitian yang peneliti
lakukan. Selanjutnya pada subbab kerangka teori, berisi tentang teori-teori
yang digunakan untuk dijadikan landasan peneliti seperti agrarian dan hukum
agrarian, hak atas tanah menurut UUPA, dan hak atas tanah menurut hukum

Islam.

BAB Ill, pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam
penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian,

sumber data, dan teknik analisis data.



BAB 1V adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan dua
subbab yaitu pertama, berisikan hasil penelitian yang membahas mengenai
sistem prolehan hak atas tanah oleh pemerintah menurut UUPA, dan sistem
perolehan hak milik atas tanah oleh pemerintah menurut Imam al-Mawardi,
kedua, pembahasan yang membahas tentang relevansi pemikiran Imam al-
Mawardi tentang konsep 7gfa’ dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB V adalah kesimpulan dan saran. Bab kelima yang berisi tentang
kesimpulan yang berupa temuan-temuan dari penelitian yang merupakan

jawaban dari rumusan masalah. Subbab terakhir adalah saran.



BAB I1

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau
mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi
atau peneltian lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.
Dalam rangkaian proses penelitian, baik sebelum ataupun sesudah melakukan
penelitian, peneliti biasanya akan diarahkan untuk menyusun kajian penelitian
terdahulu umumnya sebagai bagian pendahuluan dari usulan penelitian ataupun
laporan hasil kajian. Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan agar
bisamenempatkan penelitian yang sedang dikerjakan di antara penelitia-penelitian
yang pernah dikaji sebelumnya, berikut adalah merupakan hasil kajian terdahulu
yang sebelumnya telah dikumpulkan peneliti;

1. Tulisan Mugiyati dengan mengambil judul “Hak Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Perspektif Hukum Islam”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian
ini yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada di tengah-tengah
kehidupan masyarakat baik bersifat kepemilikan umum maupun kepemilikan
secara individu, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan
analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip
kebebasan yang diberikan Islam bagi pemegang hak milik agar
mempergunakan haknya bukan dengan berlebihan tanpa ada batasan, namun
hal ini dibatasi dengan pertanggungjawaban dan kepatuhan pada syariah.

Pemegang hak dalam menggunakan haknya harus sejalan dengan magashid



al-syari’ah, jika pemegang hak sampai mengidahkanya, maka Islam akan
memberikan hukuman bagi pelanggar yaitu berupa ta zir (hukuman penjara)?.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji tentang ham milik atas tanah menurut hukum Islam. Perbedaan
penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian penulis
pemberian hak milik atas tanah menurut UUPA dalam perspektif Imam al-
Mawardi, sedangkan penelitian terdahulu membahas hak-hak kepemilikan
dalam Islam sejalan dengan magashid al-syari’ah.

2. Tulisan Rozi Aprian Hidayat dengan mengambil judul “Analisis Yuridis
Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan”.
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah
kedudukan hukum sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan, Kedua,
bagaimanakah proses pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan
hutan, Ketiga, bagaimanakah tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional
terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan, Metode
penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah penelitian hukum
normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari
penelitian ini mengungkapkan bahwa kedudukan hukum sertifikat pada
kawasan hutan tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat guna
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya dan sebagai akibat
hukumnya terhadap sertifikat tersebut dapat dibatalkan dengan dasar cacat
hukum administrasi. Proses pembatalan sertifikat pada kawasan hutan
dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan oleh pihak yang
berkepentingan kepada Kantor Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional
sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dibidang pertanahan
secara nasional, tidak dapat memberikan tanggung jawab dikarenakan

Mugiyati. “Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam”, al-Jindyah: Jurnal
Hukum Pidana Islam. Vol. 11, No. 2, (Desember 2016): 2460-5565.



keputusan pemberian sertifikat pada kawasan hutan dikategorikan sebagai
keputusan yang cacat substansi dan sebagai tanggungjawab administrasi?.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji tentang peran pemerintah dalam mengatur dan
mendistribusikan hak atas tanah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian penulis yaitu, objek kajian penelitian terdahulu berfokus kepada
pembatalan permohonan hak milik atas tanah di kawasan hutan, sedangkan
objek kajian penelitian penulis yaitu tentang pemberian hak milik atas tanah
oleh pemerintah menurut UUPA.

3. Tulisan Udin Saripudin pada tahun dengan mengambil judul “Posisi Negara
dalam Menangani Kepemilikan Publik; Tanah Absentee dalam Perspektif
UUPA dan Hukum Islam”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini
adalah bagaimana posisi Negara dalam menghadapi kepemilikan tanah
absensi, dengan melakukan studi banding antara Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 (UUPA) dengan aturan Islam tentang masalah-masalah yang
berkaitan dengan pendistribusian dan pengelolaan lahan. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis dan
pendekatan perbandingan.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa
ditemukan adanya kesepakatan maupun keselarasan mengenai posisi negara
(Indonesia) dalam menangani kepemilikan tanah, yaitu sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembaruan
Agraria pada Pasal 10 dengan ketentuan hukum Islam seperti konsep
musaqgah, mukhabarah dan muzara’ah®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji hak milik atas tanah menurut UUPA dan menurut hukum Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, pada

2Rozi Aprian Hidayat. “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada
Kawasan Hutan”, Jurnal lus, Vol. 1V, No. 2, (Agustus 2016).

3Udin Saripudin. “Posisi Negara dalam Menangani Kepemilikan Publik; Tanah Absentee dalam
PerspektifUUPA dan Hukum Islam”, at-Tasyri”: Vol. IX, No. 1, (Januari - Juni 2017).
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penelitian terdahulu hanya berfokus kepada Pasal 10 dari UUPA tentang hak
atas tanah pertanian dan di komparasika dengan hukum Islam, sedangkan
pada penelitian penulis membahas tentang pemberian hak milik atas tanah
oleh pemerintah menurut UUPA maupun dalam perspektik Imam al-Mawardi.
4. Tulisan Mujahidin dengan mengambil judul “Konsep igra’ Pemberian Tanah
Kepada Masyarakat dalamPemikiran Ekonomi al-Mawardi (Studi Kitab al-
Ahkam as-Sultaniyah)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu
bagaimana konsep igra’ dalam pemerintahan Islam melalui pemikiran al-
Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sultaniyah, penelitian ini menggunakan
metode studi kepustakaan dengan analisis deskriptif, pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan
perbandingan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian
tanah dari kepala Negara kepada masyarakat hanya bisa dilakukan bila tanah
itu tadak ada yang memiliki atau tanah tak bertuan dan apabila tanah itu tanah
terlanta, sedangkan pada hukum pertanahan di Indonesia tidak ditemukan kata
tanah tak bertuan hanya saja terdapat istilah tanah liar (waste land) atau
disebut dengan tanah kosong dan itu semua dikuasai oleh Negara kecuali yang
diusahakan oleh masyarakat atau penduduk dengan hak-hak yang bersumber
pada hak membuka tanah. Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa
ditemukan kemiripan dalam igfa’ dengan hukum pertanahan di
Indonesiadimana pemerintahmenguasai seluruh tanah-tanah yang terlantar
tetapi pemerintah dapatmemberikan kepada masyarakat®.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji tentang konsep igta’ baik dalam perspektif UUPA maupun
menurut al-Mawardi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

penulis yaitu, walaupun kajian penelitiannya sama akan tetapi terdapat

“Mujahidin. “Konsep igta’Pemberian Tanah Kepada Masyarakat dalam Pemikiran Ekonomi al-
Mawardi (Studi Kitab al-Ahkam as-Su/taniyah)”, al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol.ll,
No. 1, (Maret 2017)
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perbedaan pada obyek penelitian yang dimana penelitian penulis mengkaji
teori dari tokoh al-Mawardi serta dilihat dari UUPA sebagai hukum
pertanahan nasional sedangkan pada penelitian terdahulu hanya mengkaji
secara umum tentang pemikiran al-Mawardi dengan hukum pertanahan dan
masih belum berbicara secara spesifik tentang pemberian hak atas tanah
meurut UUPA maupun dalam perspektif Imam al-Mawardi.

5. Tulisan Muwahid dengan mengambil judul “Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum
Islam”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu mangulas tentang
dinamika pengaturan pengadaan tanah yang mengaitkan swasta, serta
menarangkan perumusan pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan
serta kepentingan umum yang mengaitkan badan usaha swasta, dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Hasil dari
penelitian ini mengungkapkan bahwa formulasi pengaturan keterlibatan pihak
swasta dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
yaitu melalui model kerjasama pemerintah swasta di mana pemerintah
melakukan pengadaan tanah sedangkan swasta melaksanakan pembangunan
infrastrukturnya. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan dan pencabutan
hak atas tanah diperbolehkan apabila peruntukannya untuk kepentingan
umumbukan untuk kepentingan komersil, dan yang harus melakukan
pembebasan atau pencabutan adalah pemerintah, bukan pihak swasta®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji sistem perolehan hak atas tanah menurut hukum Islam maupun
hukum pertanahan nasional. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
penulis yaitu, fokus penelitian penulis membahas tentang pemberian hak milik

atas tanah oleh pemerintah di lihat dari UUPA dan Imam al-Mawardi.

SMuwahid. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
Perspektif Hukum Islam”, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. VII, No 1, (April
2017).
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Sedangkan penelitian terdahulu hanya fokus menkaji tentang keikutsertaan
badan swasta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilihat dari
peraturan perundang-undangan yang hanya berbicara tentang keterlibatan
badan swasta dalam pengadaan tanah maupun dari perspektif hukum Islam
secara umum.

6. Tulisan Radinal Abraham dengan mengambil judul “Kajian Yuridis Peralihan
Hak Milik Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam”. Permasalahan yang
dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan ketentuan
peralihan hak milik atas tanah dan bagaimana peralihan hak milik atas tanah
dalam perspektif hukum Islam, dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peralihan hak atas tanah milik
sebagai perbuatan hukum seperti jual beli-hibah, tukar-menukar, pemisahan
dan lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam peristiwa hukum dan sesuai dengan ketentuan peralihan hak milik atas
tanah berkewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah milik
sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap kepemilikan tanah milik dengan
perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat. Adapun peralihan
hak milik atas tanah dalam pandangan hukum Islam dengan cara-cara dalam
praktiknya melalui: jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, wakaf, pewarisan
dan lainnya®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji tentang peralihan hak milik atas tanah menurut UUPA dan
menurut hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
penulis yaitu, penelitian penulis hanya menkaji peralihan hak milik atas tanah

menurut UUPA dan menurut perspektif al-Mawardi, sedangkan penelitian

®Radinal Abraham. “Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah dalam Perspektif Hukum
Islam”, Lex Privatum, Vol. V, No. 1, (Jan-Feb 2017).
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terdahulu menambahkan kajian peralihan hak milik atas tanah dalam
perspektif hukum adat.

7. Tulisan Jefri Putri Nugraha dengan mengambil judul “Tanah Pertanian dalam
Perspektif Hukum Islam”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini
adalah bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan lahan pertanian dan
kebijakan pertanian dalam Islam, penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan dengan pendekatan yang digunakan pendekatan sejarah. Hasil
dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat lima masalah pertanahan di
Indonesia, yaitu:

a. Luas kepemilikan lahan pertanian yang sempit;

b. Penurunan produktivitas lahan;

c. Terjadinya konversi lahan yang semakin meluas untuk keperluan non
pertanian;

d. Belum optimalnya pelaksanaan pemetaan komoditas terkait agro
ekosistem;

e. Masih banyak lahan tidur.

Sehingga dari permasalahan di atas peneliti memberikan solusi yang
dimana agar permasalahan seputar lahan bisa diselesaika maka perlu
diterapkannya hukum ihya’ al-mawat dan hukum igta’ yang dimana dengan
diterapkannya dua sistem ini maka tanah-tanah yang tidak produktif bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk dijadikan lahan produktif kembali’.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, sama-sama
menkaji tentang hak milik atas tanah menurut hukum Islam. Perbedaan
penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, di dalam penelitiannya

penelitian terdahulu berfokus kepada pembahasn mengenai lahan pertanian

"Jefri Putri Nugraha. “Tanah Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam”, Transformasi : Jurnal
Studi Agama Islam, Vol. X, No. 2, (2017)


http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/issue/view/3
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dalam perspektif Islam baik cara perolehannya, hukumnya maupun cara
pengelolaannya dan direlevansikan dengan hukum pertanahan nasional,
sedangkan dalam penelitian penulis menkaji secara menyeluruh mengenai
pemberian hak milik atas tanah oleh pemerintah baik menurut UUPA maupun

Imam al-Mawardi.

8. Tulisan Mohammad Muhibbin dengan mengambil judul “Perspektif Hukum
Islam Tentang KonsepPenguasaan Tanah”. Penelitian ini mengkaji tentang
tanah dengan konsepsi ketuhanan dalam hukum Islam, penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan
pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa
seyogyanya manusia menguasai serta paham atas kehendak hukum yang
ditetapkan oleh Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia selaku
khalifah terhadap kepemilikan tanah yang terdapat di wilayahnya hanya
sebagai pengendali, pengelola, pengawasi, dan pendistribusi dari apa yang
dimiliki. Di dalam kesimpulannya peneliti juga menyatakan bahwa hukum
Islam memberikan wewenang kepada khalifah (pemerintah) untuk mengatur
segala kepentingan bagi warga negranya. Karena pemerintah merupakan
perwujudan dari penggolongan umat manusia dalam kapasitas yang besar.
Demi kemaslahatan bersama dan agar perekonomian masyarakat tetap
berjalan dalam hal ini maka pemerintah memberikan solusi yaitu pemberian
tanah ataupun lahan kepada warga negaranya yang membutuhkan®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama
menkaji tentang pemberian tanah oleh pemerintah kepada masyarakat.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian
terdahulu menkaji tentang sitem pemberian hak atas tanah menurut hukum

Islam dan dihubungkan dengan UUPA, sedangkan penelitian penulis menkaji

8Mohammad Muhibbin, “Perspektif Hukum Islam Tentang KonsepPenguasaan Tanah”, Al-
Risalah,Vol. XVII, No. 1, (Juni 2017).



15

tentang pemberian hak milik atas tanah oleh pemerintah menurut UUPA
secara spesifik dan menurut Imam al-Mawardi.

9. Tulisan Hardianto Djanggih dan Salle dengan mengambil judul “Aspek
Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunanuntuk Kepentingan
Umum”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana
kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan
Pembangunan untuk kepentingan umum, metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan
perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa
pemerintahan daerah berhak dan berwenang mengendalikan serta mengurus
sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi
daerah, lebih-lebih dalam perihal pengadaan tanah untuk penerapan
pembangunan buat kepentingan umum. Akan tetapi kewenangan yang
diberikan kepada tiap pemerintah daerah, aplikasinya mesti bersinergi dengan
program pemerintah pusat. Apabila eksistensi pemerintah wilayah tidak bisa
dilepaskan dari pemerintah pusat®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama
menkaji pemberian hak milik atas tanah oleh pemerintah untuk kepentingan
umum maupun perorangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
penulis yaitu, penelitian penulis menkaji mengenai pemberian hak milik atas
tanah oleh pemerintah menurut UUPA dan perspektif Imam al-Mawardi,
sedangkan dalam penelitian terdahulu fokus pembahasannya mengenai
kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan
umum.

10. Tulisan Indah Sari dengan mengambil judul “Hak-Hak Atas Tanah dalam

Sistem Hukum Pertanahan di IndonesiaMenurut Undang-Undang Pokok

9Hardianto Djanggih dan Salle, “Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Pandecta. Vol. XII, No. 2, (December 2017).
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Agraria (UUPA)”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah
bagaimanakah sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut UUPA dan
apa-apa saja hak-hak penguasaan atas tanah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria, metode penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil
dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pertanahan di Indonesai
mengaju kepada Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa hukum tanah
di Indonesia bersifat Unfikasi. Artinya, seluruh permasalahan, status, serta
dasar hukum tanah yang ada di Indonesia harus merujuk pada UUPA
sehingga dengan mengenali sistem hukum pertanahan di Indonesia dan hak-
hak atas tanah, maka warga negara akan mengenali pula mana tanah yang
boleh di haki ataupun dikuasai serta mana tanah yang tidak boleh dikuasai.
Tujuan diundangkannya UUPA merupakan demi kepentingan rakyat
Indonesia sendiri untuk terciptanya rasa keadilan, kebahagiaan serta
kemakmuran di bidang pertanahan. Disamping itu pula bertujuan untuk
kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah apa yang boleh dikuasai oleh
negara, rakyat serta penduduk hukum adat di Indonesia®®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama
menkaji tentang sistem pemberian hak atas tanah menurut UUPA. Perbedaan
penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu
hanya membahas tentang hak-hak atas tanah menurut UUPA secara
menyeluruh, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemberian hak
milik atas tanah oleh pemerntah menurut UUPA dan perspektif Imam al-
Mawardi.

OIndah Sari, “Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di IndonesiaMenurut
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. IX, No. 1, (2017).
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11. Tulisan Zuman Malaka dengan mengambil judul “Kepemilikan Tanah dalam
Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam”.
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai konsep
kepemilikan tanah, dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan
dala penelitian ini yaitu yuridis normatif dan komparasi. Hasil dari peneliti
menyimpulkan tiga konsep kepemilikan, Pertama, kepemikikan tanah
menurut hukum pertanahan nasional; 1). Pemerintah dalam berbagai
kebijakan berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan
penggunaan tanah demi kepentingan umum. 2). Terdapat unsur komunalistik
religious pada konsepsi kepemilikan. Kedua, konsep kepemilikan tanah dalam
hukum adat; 1). Adanya hak Ulayat. 2). Subjeknya masyarakat hukum adat.
3). Obyeknya meliputi semua tanah masyarakat hukum adat. Ketiga, konsep
kepemilikan tanah dalam hukum Islam; 1). Segala sesuatu milik Allah dan
yang mengatur kepemilikan tersebut adalah manusia yang sebagai khalifah di
bumi. 2). Menerapkan hak milik individu dan umum secara seimbang. 3).
Tidak dikenal sistem tuan tanah®?.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji sistem hak milikan atas tanah menurut hukum Islam dan hukum
positif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu,
penelitian terdahulu menkaji tentang sistemhak milik atas tanah yang meliputi
tiga sistem kepemilikan yaitu sistem kepemilikan dari hukum positif, hukum
adat dan hukum Islam, sedangakan fokus penelitian penulis hanya menkaji
dua sistem hak milik atas tanah yaitu menurut hukum positif dan hukum
Islam.

12. Tulisan Ahmad Munif dengan mengambil judul “/hya’ al-Mawat dalam
Kerangka Hukum Pertanahandi Indonesia”. Permasalahan yang dibahas pada

-

penelitian ini yaitu mencoba melihat keberadaan hukum Islam tentang ikya

11Zuman Malaka. “Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat
dan Hukum Islam”.Al-Qanin. Vol. XXI, No. 1, (Juni 2018).
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almawat dalam perspektif hukum pertanahan di Indonesia, penelitian ini
menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari
penelitian ini mengungkapkan bahwa peneliti memperoleh dua kesimpulan
utama pada penelitiannya. Pertama, tanah al-mawatr dalam kerangka hukum
pertanahan di Indonesia meliputi tanah terlantar, tanah timbul, dan tanah
reklamasi, dengan ketiga jenis tanah tersebut, boleh dilakukan upaya ikya’ al-
mawat atas seizin pemerintah. Kedua, implikasi ihya’ al-mawat dalam
kerangka hukum pertanahan di Indonesia hanya pada hak pemanfaatan dan
pengelolaan (haq al-intifa’), tidak sampai kepada pemerolehan kepemilikan
(al-tamiik)*?.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji mengenai konsep lhya’ al-Mawat dan hak-hak atas tanah
menurut hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
penulis yaitu, penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang ihya’ al-
mawat dikomparasikan dengan hukum pertanahan di Indonesia, sedangkan
penelitian penulis membahas tentang pemberian hak milik atas tanah oleh
pemerintah menurut UUPA dan menurut Imam al-Mawardi.

13. Tulisan Ponimin, dkk. Dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembatasan Hak KepemilikanTanah dalam Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria”. Permasalahan yang dinahas pada penelitian ini adalah bagaimana
peran pemerintah terhadap pengambilan kebijakan dalam pembatasan hak
milik atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA Pasal 17, penelitian
ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pembatasan terhadap luas dari

hak milik atas tanah memanglah telah sepatutnya diterapkan serta

12Ahmad Munif. “liya’ al-Mawar dalam Kerangka Hukum Pertanahandi Indonesia”. Al-Ahkam,
Vol XXIX, No. 1 (April 2018).
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diberlakukan. Dengan menentuakan luas penguasaan hak atas tanah
berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum pertanahan di Indonesia sedangkan
dalam perspektif hukum Islam pembatasan luas hak milik atas tanah
diperbolehkan, dengan syarat bahwa pembagian terhadap pemerataan luas hak
milik atas tanah untuk kemaslahatan bersama®2,

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama
menkaji tentang hak milik atas tanah baik menurut UUPA maupun hukum
Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, fokus
dari penelitian terdahulu yaitu hanya terdapat pada Pasal 17 UUPA mengenai
pembatasan hak milik atas tanah dan di tinjau dari perspektif hukum Islam,
sedangkan penelitian penulis menkaji tentang pemberian hak milik atas tanah
menurut UUPA menyeluruh tidak dibatasi dengan Pasal tertentu.

14. Tulisan Widyarini Indriasti Wardani dengan mengambil judul “Kepemilikan
Hak Atas Tanahdalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional”.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
perkembangan secara politis historis kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendektan yuridis dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini
mengungkapkan bahwa Sistem kepemilikan hak atas tanah di Indonesia
terbagi menjadi empat priode yaitu, Periode masa Jaman Kerajaan, Periode
masa Pendudukan asing (Belanda, Inggris, Jepang), Periode masa Jaman
Kemerdekaan dan Periode setelah keluarnya UUPA tahun 1960. Di dalam
penelitiannya peneliti menyatakan bahwa Perkembangan kepemilikan hak atas
tanah di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan dari Negara

Indonesia sendiri. Dalam setiap periode akan berakibat dengan sistem

13Ponimin, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Hak KepemilikanTanah dalam
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”,
Muamalah, Vol. IV, (Juni 2018).
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kepemilikan hak atas tanah dikarenakan mempengaruhi kultur budaya bangsa
dan politik bangsa asing yang masuk di Indonesia berpengaruh besar®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama
menkaji tentang sistem hak milik atas tanah. Perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian penulis yaitu, fokus penelitian penulis membahas mengenai
hak milik atas tanah menurut UUPA maupun dalam perspektif Imam al-
Mawardi, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai kepemilikan
hak milik atas tanah dalam kacamata politik UUPA secara menyeluruh baik
dari sejarah maupun sistemnya.

15. Tulisan Sultan Pratama Beta dengan mengambil judul “Perbandingan Sistem
Peralihan Hak Milik Menurut KUHPerdata dan UUPA No. 5 Tahun 1960”.
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana sistem
perolehan kebendaan hak milik perspektif hukum perdata (KUH Perdata) dan
bagaimana prosedur terjadinya peralihan hak milik perspektif hukum perdata
(KUH Perdata), metode analisis deskripsi kualitatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari
penelitian ini mengungkapkan bahwa, Pertama. Cara penguasaan benda atau
kebendaan hak milik dalam sistem hukum perdata sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dapat melalui jual-beli; warisan; hibah; tukar-
menukar dan system perolehan atas suatu benda yang terdapat pada peraturan
ainnya. Kedua. Prosedur terjadinya peralihan hak milik dilakukan dengan
mengacu pada regulasi, sistem hukum perdata, hukum agraria, sistem hukum
Islam, dan sistem hukum adat®®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji sistem perolehan hak milik atas tanah menurut UUPA.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian

1Widyarini Indriasti Wardani, “Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Kerangka Politik Hukum
Agraria Nasional”, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.15, NO.2, (April 2018).

15Sultan Pratama Beta. “Perbandingan Sistem Peralihan HakMilik Menurut KUHPerdata dan
UUPANOo. 5 Tahun 1960, Lex Privatum, Vol. VII, No. 5, (Mei 2019).
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terdahulu hanya berfokus pada sistem perolehan hak atas menurut hukum
perdata sehingga pembahasan mengenai sistem perolehan hak atas tanah
menurut UUPA hanya sedikit yang di jumpai.

16. Tulisan Ridwan dengan mengambil judul “Land Ownership Reform in Islam”.
Permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah bagaimana prinsip-
prinsip dalam kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana kewenangan
pemerintah dalam pengaturan hak atas tanah, penelitian ini menggunakan
metode reduksi data, kemudian menyajikan dan mendeskripsikan data secara
sistematis dan terakhir penulis memberikan interpretasi dari data tersebut,
dengan menggunakan pendekatan normatif dan historis. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar reforma hukum
agraria atau land reform, dari ketidak adilan dalam sistem kepemilikan tanah
pra-Islam yang eksploitatif menuju keadilan, kesetaraan, dan berbasis
humanis-religius pembagian kepemilikan tanah. Tujuan reforma agraria tidak
dapat dipisahkan dari tujuan hukum secara umum, yaitu untuk mewujudkan
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menggambarkan nilai-nilai
hukum baik?®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-
sama menkaji kepemilikan atas tanah menurut hukum Islam dan sistem hak
atas tanah. Perbedaan penelitain penulis dengan penelitian terdahulu,
penelitian terdahulu hanya menkaji hak atas tanah menurut hukum Islam saja
berbeda dengan penelitian penulis yaitu menkaji sistem hak atas tanah dari
sumber hukum positif dengan hukum Islam.

17. Tulisan Abdul Hamid Usman dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum
Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok

Agraria”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah

®Ridwan. “Land Ownership Reform in Islam”, Asian Social Science, Vol. 15,No. 2, (January
2019).
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bagaimanakah perlindungan hukum hak milik atas tanah adat setelah
berlakunya Undang Undang Pokok Agraria, metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa
sebagaimana sifat hukum adat yang tidak tertulis, hak atas tanah menurut
hukum adat dalampenguasaan oleh pemegang haknya tidak didukung dengan
alat bukti tertulis, takterkecuali dengan hak milik atas tanah adat, sehingga
untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak milikatas
tanah adat, UUPA memberikan pengakuan status kepemilikan
kepadapemegang haknya dengan cara melakukan konversi hak milik atas
tanah adatmenjadi hak milik menurut UUPA, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah atau dengan
melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT)Y'.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama
menkaji sistem perolehan hak atas tanah menurut UUPA. Perbedaan
penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian terdahulu
lebih fokus membahas hak-hak atas tanah adat, berbeda dengan penelitian
penulis yang fokus membahas tentang pemberian hak milik atas tanah oleh
pemerintah menurut UUPA.

18. Tulisan Yanto Sufriadi dengan mengambil judul “konsep hak kepemilikan
berdasarkan hukum adat dan hukum Islam”. Permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi kepemilikan hak atas tanah
berdasarkan kukum adat dan hukum Islam di Indonesia, penelitian ini
merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan studi komparasi hukum, analisis yang dilakukan bersifat

kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum adat

17 Abdul Hamid Usman, “Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya
Undang-undang Pokok Agraria”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, vol. I, No. 2, (Juni 2020).
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Indonesia maupun hukum Islam mengakui kepemilikan perorangan atas
tanah, namun kepemilikan tersebut mempunyai fungsi sosial, yaitu hak atas
tanah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan, baik kesejahteraan diri
pemiliknya maupun bagi kesejahteraan masyarakat. Hukum adat Indonesia
maupun hukum Islam melarang kepemilikan tanah yang merugikan
kesejahteraan orang lain'®.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-
sama menkaji tentang konsep hak milik atas tanah beserta pendistribusian hak
atas tanah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian
penulis menkaji konsep hak milik atas tanah menurut hukum Islam dan
menurut hukum positif di Indonesia sedangakan penelitian terdahulu

menambah kajian konsep hak milik atas tanah menurut hukum adat.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas sudah banyak yang membahas
tentang hak atas tanah baik menurut UUPA, hukum Islam maupun hukum adat,
dan ada juga beberapa penelitian yang membahas tentang hak atas tanah menurut
hukum perdata. Sehingga dari kajian di atas peneliti ingin mencari perbedaan
mendasar yang terdapat diantara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis,
adapun untuk melihat hal tersebut peneliti menggunakan empat aspek mendasar,
yaitu: problem akademik, kerangka teori, pendekatan dan analisi, dan hasil

penelitian.

a. Problem akademik
Dalam penelitian ini peneliti hendak menganalisis dan menjelaskan
bagaimana sistem perolehan hak milik atas tanah oleh pemerintah menurut

UUPA, bagaimana sistem perolehan hak milik atas tanah oleh pemerintah

8yanto Sufriadi, “konsep hak kepemilikan berdasarkan hukum adat dan hukum Islam”.Syiar
Hukum: Jurnal llmu Hukum, Vol. X1X, No. 1, (Juni 2021).
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menurut Imam al-Mawardi dan bagaimana relevansi pemikiran Imam al-
Mawardi tentang konsep igta’dengan UUPA

Jika dilakukan penelusuran dari 17 penelitian terdahulu dengan
penelitian penulis terkait posisi penelitian dalam problem akademik, terdapan
1 penelitian yang memiliki persamaan di dalam isi pembahasan akan tetapi
memiliki perbedaan mendasar jika dikaji berdasarkan problem Akademik.
Penelitian tersebut dilakukan oleh Mujahidin di dalam penelitiannya peneliti
mencoba menjelaskan bagaimana konsep igfa’ al-Mawardi dalam perspektif
ekonomi Islam®®.

Kerangka teori

Dalam penelitia ini peneliti menggunakan tiga kerangka teori yang
diharapkan dapat dikombinasikan dalam menjawab dari permasalahan yang
terdapat pada problem akademik. Adapun tiga kerangka teori yang digunakan
yaitu, agraria dan hukum agraria, hak atas tanah menurut UUPA, hak atas
tanah menurut hukum Islam.

Dari 17 peneitian terdahulu jika dilihat kembali kerangka teori yang
digunakan oleh penelitian terdahulu,terdapat perbedaan mendasar dengan
penelitian penulis, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam penelitian yang
dilakukan oleh Udin Sarifudin, kerangka teori yang terdapat dalam penelitian
ini yaitu kepemilikan publik menurut UUPA dan hukum Islam?°. Mujahidin,
kerangka teori yang terdapat dalam penelitian ini yaitu teori kemaslahatan
dilihat dari konsep hukum positif di Indonesia dan dalam pemikiran al-
Mawardi?*. Indah Sari, kerangka teori yang terdapat dalam penelitian ini yaitu
konsep hukum agraria dah hukum tanah, hak-hak penguasaan atas tanah dan
hak-hak atas tanah menurut UUPA?2. Zuman Malaka, kerangka teori yang

terdapatdalam penelitian ini memuat tiga landasan hukum kepemilikan atas

19Mujahidin. “Konsep..., him. 7

20Udin Saripudin. “Posisi..., hlm. 19-28
2!Mujahidin. “Konsep..., him. 8-16
22Indah Sari, “Hak..., hlm. 17-28
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tanah yaitu konsep kepemilikan tanah menurut hukum Indonesia, konsep
kepemilikan perspektif hukum adat dan kepemilikan atas tanah perspektif
hukum Islam?®. Sultan Pratama Beta, kerangkateori yang terdapat dalam
penelitian ini yaitu cara penguasaan hak millik atas tanah perspektif
KUHPerdata dan prosedur terjadinya hak milik atas tanah menurut
KUHPerdata?*. Yanto Sufriadi, kerangka teori yang terdapat dalam penelitian
ini yaitukonsep kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat, konsep hak
milik atas tanah menurut hukum Islam?®.

Dari beberapa kerangka teori di atas terdapat kesamaan kerangka teori
yang terdapat dalam penelitian Mujahidin akan tetapi konsep yang ditawarkan
masih terbilang umum tidak menjelaskan hak-hak atas tanah secara spesifik.
Selanjutnya dalam penelitian Indah Sari, tetapi yan menjadi pembeda dalam
penelitian penulis adalah penulis menkaji hak-hak atas tanah dalam aspek
hukum Islam sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya menkaji dalam
aspek UUPA.. Terakhir penlitian oleh Yanto Sufriadi menkaji hak atas tanah
dalam tiga aspek akan tetapi konsep yang ditawarkan masih bersifat umum
dan hanya menjelaskan kepemilkan dalam tiga aspek.

Pendekatan dan analisis

Dalam melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
penulis hal yang perlu dilakukan juga adalah dalam sleksi pendekatan dan
analisis yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga
pendekatan penelitian, dimana pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan
yuridis, pendekatan normatif, dan pendekatan histori dan analisis data yang
digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif.

Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti ingin menampilkan
perbedaan mendasar dengan apa yang terdapat pada penelitian penulis, yaitu

28Zuman Malaka. “Kepemilikan..., him. 104-120
24Sultan Pratama Beta. “Perbandingan..., hIm. 87-89
25Yanto Sufriadi, “konsep..., hIm. 5-12
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yang pertama, oleh Udin Sarifudin, menggunakan analisis deskriptif kualitatif
dengan pendekatan historis dan pendekatan perbandingan®®. Kedua, oleh
Mujahidin, pendekatan yang digunakan pendekatan normatif dan pendekatan
perbandingan, analisis yang digunakan deskriptif®’. Ketiga, oleh Muwahid,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan
normatif?®, Keempat, oleh Mohammad Muhibbin, pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan normatif dan pendekatan historis?®. Kelima, oleh Radinal
Abraham, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perbandingan hukum®. Keenam, oleh Indah Sari,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan
analisi deskritif®l. Ketujuh, oleh Ahmad Munif, pendekatan yang digunakan
pendekatan normatif dan pendekatan perbandingan hukum, dengan analisis
deskriptif®2, Kedelapan, oleh Widyarini Indriasti Wardani, pendekatan yang
digunakan adalah pendektan yuridis dan pendekatan historis dengan analisis
deskripsi®®. Kesembilan, oleh Sultan Pratama Beta, pendekatan yang
digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan
hukum, dengan analisis deskripsi kualitatif**. Kesepuluh, oleh Yanto Sufriadi,
menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yang digunakan
pendekatan perundang-undangan dan studi komparasi hukum, analisis yang
dilakukan bersifat kualitatif®.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti sleksi terhadap
pendekatan yang digunakan, bahwasannya dapat disimpulkan tidak ada

26Udin Saripudin. “Posisi..., him. 17

2"Mujahidin. “Konsep..., him. 7-8

28Muwahid. “Pengadaan..., him. 128-129

2Mohammad Muhibbin. “Perspektif..., him. 63
80Radinal Abraham. “Kajian..., hlm. 49

31Indah Sari. “Hak..., hlm. 16

32Ahmad Munif. “Ihya’ al-Mawat..., him. 76
3Widyarini Indriasti Wardani. “Kepemilikan..., him. 147
34Sultan Pratama Beta. “Perbandingan..., hIm. 87
35Yanto Sufriadi, “konsep..., him. 5
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kesamaan secara signifikan dengan pendektan yang digunakan peneliti,
dimana jika dilihat kembali pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan yuridis yang dimana pendekatan ini digunakan untuk
peraturan perundang-undangan yang digunakan, pendekan normatif
digunakan untuk melihat norma-norma dalam penelitian ini seperti pendapat
para ulama’, ahli maupun literatur yang ada dan pendekatan historis yg
dimana guna melihat sejarah dari sebuah peraturan yang digunakan sejak dulu
hingga sekarang.

. Hasil penelitian

Perbedaan selanjutnya yang perlu di lihat adalah dalam hal hasil
penelitian, berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapa persamaan dengan
penelitian oleh Mujahidin dan penelitian Ahmad Munif. Akan tetapi jika
ditlusuri lebih mendalam peneliti menemukan perbedaan yang signifikan yang
dimana di dalam penelitian Mujahidin hasil penelitiannya lebih fokus kepada
pemberian hak atas tanah akan tetapi peneliti lebih fokus terhadap tanah
terlantar yang diberikan oleh pemerintah yang ditinjau juga dengan hukum
pertanahan di Indonesia®® hal ini juga selaras dengan penelitian oleh Ahmad
Munif yang dimana hasil penelitiannya lebih fokus terhadap konsep /hya’ al-
Mawat dan menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia®’.

Berdasarkan problem akademik yang dibahas dalam penelitian
penulis, maka diperoleh sebuah hasil penelitian yang membahas tentang
konsep igta’ menurut UUPA secara mendalam dan konsep igta’ menurut
Imam al-Mawardi baik itu berbicara mengenai tatacara perolehan, siapa saja

yang berhak memperoleh igza’maupun bagaimana hukum memperoleh igta’.

%Muyjahidin. “Konsep..., him. 16
3 Ahmad Munif. “Ihya’ al-Mawat..., him.94
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B. Kerangka Teori
1. Agraria dan Hukum Agraria

a. Pengertian Agraria

Istilah agraria berasal dari kata akker (bahasa Belanda), agros
(Bahasa Yunani) yang berarti adalah tanah pertanian, agger
(bahasaLatin) berarti tanah atau sebidang tanah, aggraius (bahasa Latin)
berarti perladangan, persawahan, pertanian, agrarian (bahas Inggris)
berarti tanah untuk pertanian®®. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Agraria) berartiurusan pertanian atau tanah pertanian, juga
urusan pemilikan tanah®®.

Di dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Istilah Agraria
memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.
Pengertian Agraria dalam arti luas meliputi Bumi, Air dan Ruang
Angkasa (Pasal 1 Ayat (2) UUPA). Sedangkan pengertian Agraria dalam
arti sempit hanya mengatur masalah tanah (Pasal 4 Ayat (1) UUPA)*
sebagaimana yang diutarakan oleh A.P. Parlindungan dikutip oleh
Muwahidin menyatakan bahwa Agraria dalam arti sempit bisa dimaknai
dengan hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan untuk
pengertian luas dari Agraria bias ditinjau pada Pasal 1 dan 2 UUPA yaitu
bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya®.

Mengacu pada ruang lingkup agraria sebagaimana disebutkan
dalam UUPA maka ruang lingkup agraria tersebut meliputi, antara lain;

%Rahmat Ramadhani, Hukum Agraria (Suatu Pengantar), (Medan: UMSU Press, 2018), him.
6.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agraria. diakses pada hari Minggu tanggal 2Januari 2022
jam 22.00 WIT.

40Muwahidin, Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia, (Surabaya: UIN SA Press, 2016), him

2.
“bid., him. 2-3.
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1) Bumi (Pasal 1 ayat (4) UUPA), yaitu permukaan bumi termasuk pula
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air

2) Air (Pasal 1 ayat (5) UUPA), yaitu air yang berada di perairan
pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Lebih
lanjut, dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa; “Air adalah semua
air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,
termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan,
dan air laut yang berada di darat. ”

3) Ruang angkasa (Pasal 1 ayat (6) UUPA), vyaitu ruang di atas
permukaan bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah
Indonesia.

4) Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kekayaan yang
terkandung dalam bumi yang disebut bahan, yaitu unsur-unsur
kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan,
termasuk batuan mulia yang merupalan endapan alam (Undang-
undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan)*2.

b. Pengertian Hukum Agraria
Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan tertulis maupun tidak
tertulis. Adapun yang termuat dalam agrarian itu sendiri adalah meliputi
seluruh bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, merupakan kesatuan wilayah Republik Indonesia yang
berasal dari karunia Tuhan Yang maha Esa, yang menjadi kekayaan
nasional bangsa Indonesia. Jika diamati lebih lanjut mengenai rumusan

pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang dimana

42]bid., him. 3.
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bahwasannya hukum agraria mengatur tentang bagaimana bumi, air,
ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam
dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi bangsa Indonesia, karena pada
dasarnya keseluruhan itu semua merupakan karunia Tuhan yang di
berikan oleh bangsa Indonesia®.

Menurut Boedi Harsono hukum agraria tidak hanya terbatas pada
satu perangkat hukum saja, melainkan satu kelompok hukum yang
terdiri dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-
hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk
sebagai pengertian agrarian, adapun bagian-bagian yang dimaksud yaitu:

1) Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atastanah
dalam arti permukaan bumi.

2) Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan air.

3) Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hakpenguasaan atas
bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-undang
Pertambangan.

4) Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas
kekayaan alam yang terkandung dalam air.

5) Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang
Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-
unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48
UUPA*,

Menurut Subekti dan Tjitrosubroto Hukum Agraria adalah
keseluruhan dari ketentuan hukum yang mengatur hubungan orang yang
satu dengan orang yang lain, termauk Badan Hukum dengan Bumi, Air,

BNi Ketut Sari Adnyani, Pengantar Ilmu Hukum; dalam Telaah Teori dan Praktik,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), him. 59-60.
“1bid., hlm. 8.
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dan Ruang Angkasa dalam seluruh wilayah Indonesia dan mengatur pula
wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut®.

Soesangobeng berpendapat bahwa diantara hukum pertanahan
dengan hukum agraria memiliki perbedaan. Hukum pertanahan
merupakan ‘lex generalis’ sedangkan hukum agraria adalah ‘lex
specialis” dalam hubungan pemilikan dan pengolahan tanah.
Menurutnya, hukum pertanahan memuat filosofi, asas, ajaran dan teori
tentang norma-norma dasar pertumbuhan serta perolehan hak
kepemilikan tanah sebagai benda yang menjadi objek harta kekayaan.
Sedangkan hukum agraria, merupakan pelaksanaan norma-norma
hukum pertanahan, tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai
benda tidak tetap yang melahirkan hak perorangan untuk menikmati
hasil tanah baik oleh masyarakat maupun orang pribadi yang hak disebut

sebagai hak agraria“®.

Pasca  berlakunya  UUPA, hukum agraria  Indonesia

terkonsentrasikepada dua bidang secara garis besar, yaitu:

a) Hukum Agraria Perdata (keperdataan)

Merupakan keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber
pada hak perseorangan dan badan hukum yangmemperbolehkan,
mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang
berhubungan dengan tanah. Contoh; jual-beli, tukar-menukar,
hibah, hak atas tanah sebagai jaminan hutang (Hak Tanggungan),
pewarisan.

b) Hukum Agraria Administrasi (administratif)

4SMuwabhidin, Pokok...,him. 7.
4%Komite | Dewan Perwakilan Daerah RI, Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian
Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI, (Jakarta: Sekjen DPD-Komite I, 2014), him. 25.
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Merupakan keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi
wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktekhukum
negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria
yang timbul. Contoh; pendaftaran tanah, pengadaan tanah,

pencabutan hakatas tanah.
2. Hak Atas Tanah menurut UUPA

Istilah hak atas tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu land rights,
sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan landrechten, sementara
istilah hak atas tanah dalam bahasa Jerman yaitu landrechte. Terdapat dua
suku kata yang terkandung pada istilah hakatas tanah, yaitu hak dan tanah.
Hak disebut juga dengan right (Bahasa Inggris), recht (Belanda), atau rechts
(Jerman). Secara terminologis, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat
sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang). Hak atas tanah
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang
haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya. Hak atas tanah
dapat diartikan juga sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan
tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya®'.

Adapun istilah hak atas tanah yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 UUPA
sebagai berikut:

a. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang
disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-
badan hukum.

b. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1)pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian

pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar

47"M.Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), him. 81-82



33

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih superior.

c. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa*®.

Dari uraian di atas maka pengertian hak atas tanah sebagaimana yang telah
dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah: “Hak yang
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air
serta ruang yang di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas

menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih

tinggi’**°.

Subjek hukum hak atas tanah, yaitu orang-orang dan badan hukum.
Subjek hukum itu diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang

bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah, meliputi:

1. Permukaan dan tubuh bumi.
2. Air; dalam hal ini air laut, air sungai, maupun air danau.

3. Ruang yang ada di atasnya dalam batas-batas tertentu.

Walaupun pemegang hak atas tanah diberikan kewenangan untuk
mempergunakan hak atas tanah, namun pemegang hak juga dibatasi haknya

oleh undang-undang. Pembatasan itu meliputi:

a) Harus memperhatikan fungsi sosial.

481bid., him. 84
49Urip Santoso, Hak Atas Tanah, Hak pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
(Jakarta: Kencana, 2017), him. 7
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b) Kepemilikan hak atas tanah tidak boleh melebihi maksimum dan
minimum.
c) Yang dapat memiliki hak miliknya WNI dan badan hukum Indonesia

berdasarkan peraturan pemerintah®°.

Dalam hukum agraria nasional yaitu yang terdapat dalam Undang-undang
pokok agraria, khusus mengenai hukum tanah terdapat macam-macam hak

penguasaan atas tanah yang dapat disusun dalam hierarkhi sebagai berikut:

1) Hak bangsa Indonesia atas tanah.

Hak bangsa merupakan hak yang palin tinggi dan meliputi semua
tanah yang ada di wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat
abadi, dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah.
Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1)
sampai ayat (3) UUPA. Pemegang hak pada hak bangsa atas tanah adalah
seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia, yaitu generasi-generasi yang mendatang. Untuk tanah yang
dihaki ialah semua tanah yang ada dalam Wilayah Republik Indonesia®!.

2) Hak menguasai negara atas tanah.

Secara konstitusional konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara
termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UUPA. Dalam hal ini kata
menguasai memiliki dua makna yaitu, menguasai secara fisik dan
menguaai secara yuridis. Menguasai secara secara fisik adalah seseorang
menguasai atas sebidang tanah sehinga dapat berbuat sesuatu atas tanah
tersebut. Sedangka menguasai secara yuridis adalah penguasaan atas tanah

yang dilandasi dengan hak dan dilindungi oleh hukum, umumnya juga

50M.Arba, Hukum..., him. 85
1Dyah Ayu Widowati, dkk. Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat di Kawasan Hutan, (Yogyakarta: STPN Press, 2019), him. 13
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memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara
fisik atas tanah tersebut®2,
3) Hak ulayat masyarakat hukum adat.

Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan
kewajiban atas suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan
tanah dan terletak dalam jangkauan lingkungan wilayahnya. Menurut
Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, bahwa yang dimaksud dengan Hak Ulayat
adalah kewenangan yang menurut adatdimiliki olen masyarakat hukum
adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup
warganya untuk mengambil sumberdaya alam (SDA), termasuk tanah
dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang
timbul secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus
antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang
bersangkutan®®,

4) Hak perseorangan atas tanah.

Hak perseorangan yang dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijelaskan
sebagai hak yang diberikan kepada orang-perorangan dan badan hukum
dan memberikan wewenang menggunakan bagian tanah kepada pemegang
haknya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 UUPA hak
perseorangan atas tanah terdiri dari:

a. Hak atas tanah diatur dalam Pasal 4, berupa;
1. Hak primer, yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) terdiri dari: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

52Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi
Agraria), (Malang: UB Press, 2011), him. 2
53Dyah Ayu Widowati, dkk. Pengakuan...,him. 20
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Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut
Hasil Hutan.

2. Hak sekunder yang diatur dalam Pasal 53 yang terdiri dari: Hak
Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah
Pertanian.

b. Wakaf tanah hak milik;

c. Hak tanggungan®.

3. Hak Atas Tanah menurut Hukum Islam

a. Hak milik (al-milkiyah)

Kepemlikan dalam Islam merupakan suatu ikatan seseorang terhadap
hak miliknya sebagaimana yang telah disahkan menurut syara’. Sehingga
kepemilikan harta pun dibatasi perolehan dan penggunaannya dengan
syari’ah®.

Menurut Wahbah az-Zuhaili kepemilikan secara bahasa ialah
penguasaan (hiyazah) seorang terhadap harta dan dalam mengelolanya.
Sedangkan secara terminology kepemilkian ialah otoritas atau
kewenangan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan
memungkinkan sang pemilik untuk melakukan tasharruf sejak awal,
kecuali jika ada penghalang secara syar'i *°.

Dalam kaitan dengan konsep kepemilikan atas tanah, Kepemilikan

ditinjau dari segi jenisnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu hak milik

54Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2015), him. 12

55Beni Kurniawan. Ekonomi dan Bisnis Islam, (Tangerang: Al Fath Zumar, 2014), him. 33

56Wahbah az-Zuhaili. Fikih Islam wa Adillatuhu, jilid 4, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani,
dkk. (Jakarta: Gema Insan, 2011), him. 403
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individu (milkiyah al-khassah), kepemilikan umum (milkiyah al-ammabh)
dan Kepemilikan Negara (al- milkiyyah al-Dawlah)®’.
1) Hak milik individu (milkiyah al-khassah)

Menurut Muhammad Rawwas Qal’ahji kepemilikan pribadi ialah
kepemilikan khusus diberikan kepada seseorang atas sesuatu benda
sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dan
menghalangi orang lain untuk menggunakannya®.

Kepemilikan pribadi dalam pandangan Islam merupakan sebuah
amanah, baik dalam hal cara mengelola maupun pertanggungjawaban
atas kepemilikiannya harus selaras dengan syari’at Islam. Sehingga
harta yang dikelola tak elok diserahkan kepada pengelola yang bodoh
maupun masih belum sempurna akalnya.

Menurut pandangan para fugaha klasik maupun kontemporer
berpendapat bahwa kepemilikan pribadi merupakan harta milik Allah
dan manusia sebagai pengelolanya®®. Sebagaimana yang termaktub di

dalam al-Qur’an Surah al-Bagarah (2): 29 yang berbunyi:

el Jlae & G50 Ll ) o 3 £ e W) L3 e &1 1A (53 5h
Otle o5 I 3h5

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada
di bumi untukmu, kemudia Dia menuju ke langit, lalu Dia

SRidwan. “Hak Milik Atas Tanah Dalam Persefektif Hukum Islam Dan Hukum Pertanahan
Indonesia”. al-manahij: Jurnal Hukum Islam. Vol. VII. No.2, (Juli 2013), him. 258.

%Muhammad Zaki. “Kepemilikan Individu Menurut Islam”, Mizan: Jurnal llmu Syariah, Vol.
I1, No. 1, (Juni 2014), him. 101

¥Meirison. “Jenis Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam”, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi
Islam, Vol. 1l, No. 1, (Januari-Juni 2017), him. 97.

®Departemen Agama RI, A/-Qur’an Terjemah Per-Kata, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2009),
him. 5
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menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia mengetahui
segala sesuatu™®!

Sedangkan menurut KH. Ma’ruf amin selaku ketua komisi fatwa
MUI tahun 2005 menyatakan bahwa hak milik pribadi adalah
kepemilikan hak yang mutlak dimiliki oleh seseorang dan wajib
dilindungi oleh negara serta wajib dijamin hak-haknya oleh negara
secara penuh. Lebih lanjut Ma’ruf amin mengungkapkan bahwa hak
milik pribadi tidak boleh dikurangi oleh siapapun termasuk
pemerintah.

2) Hak milik kolektif (milkiyah al- ‘ammah)

Menurut Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib kepemilikan umum
adalah Kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan negara (Daulah
Islam) di mana manfaatnya digunakan bagi kepentingan kaum
muslimin dan warga negara lainnya, termasuk di dalamnya adalah
kepemilikan Bait al-Mal®,

Sehingga harta milik umum merupakan harta yang dimana
manfaatnya bisa digunakan untung kemaslahatan umum ataupun
bersama. Harta yangdiperuntukkan untuk kepentingan umum asalnya
tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi hasilnya bisa dimanfaat untuk
kemaslahatan bersama®®.

3) Kepemilikan Negara (milkiyah al-Dawlah)

Yaitu hak yang dimiliki oleh negara yang diberikan oleh Allah
melalui perantara pemerintah (khalifah) untuk mengelola seluruh harta
untuk kemaslahatan bersama. Dalam kepemilikan negara Allah telah

memberikan wewenang kepada pemerintah sebagai pelaksana amanah

®11bid.,

82Sulaeman Jajuli. “Kepemilikan Umum dalam Islam”, Asy-Syir’ah:Jurnal Ilmu Syari’ah dan
Hukum Vol. XLVIII, No. 2, (Desember 2014), him. 414

83Akhmad Farroh Hasan, Fikih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer(Teori dan
Praktek), (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), him. 10
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yang telah di berikan Allah yaitu menciptakan kemaslahatan bagi
ummat Muslim. Maka pemerintah harus bertanggungjawab dalam
mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar
pendapatan baitul mal bertambah, sehingga bisa dimanfaatkan ummat
Muslim.

Adapun perbedaan yang terdapat pada kepemilikan umum dengan
kepemilikan negara ialah terletak pada peralihan haknya, kepemilikan
negara ini dapat dialihkan menjadi kepemilikan individu jika negara
memiliki kebijakan untuk memberikannya pada setiap individu. Akan
tetapi, kepemilikan umum tidak dapat dialihkan menjadi kepemilikan
individu, meskipun dikelola oleh pemerintah. Kaitannya dengan
kepemilikan umum pada dasarnya pemerintah hanyalah penggerak dan
pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan
kepemilikan negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya dalam

pengaturannya®.

Dari ketiga kategori hak kepemilikan tersebut dalam konteks relasi
sosialnya maka kepemilikan atas tanah sebagaimana kepemilkan atas
harta benda yang lainnya dalam konteks yuridis maupun etika sosial
haruslah dipandang sebagai kepemilkan yang di dalamnya juga harus
mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat sosial. Kebebasan
seseorang atas hak propertinya hakikatnya juga dibatasi oleh hak-hak
orang lain baik secara individual maupun kelompok. Dalam konteks ini
telah diutarakan oleh Rasulallah Saw tentang fungsi-fungsi yang melekat
pada hak milik atas tanah dihubungkan dengan kepentingan orang lain
dan public sphare (ruang publik).

®4Ali Akbar. “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVI1I No. 2, (Juli
2012), him. 156
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b. Hak sewa (Zjarah)

Secara bahasa ijarah berasal dari kata ajara - ya juru yang berarti upah
yang diberikan dalam suatu pekerjaan®. Secara epistimologi ijarah ialah
akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa melalui
pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu
sendiri®®.

Adapun definisi jjarah menurut para ulama yaitu;

1. Menurut Hanafiyah 7jarah ialah akad atas manfaat disertai imbalan®’.

2. Menurut Ulama Syafi’iyyah 7jarah ialah Akad suatu kemanfaatan yang
mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti
atau kebolehan dengan pengganti tertentu®®.

3. Menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabilah jjarah ialah Menjadikan
milik suatu kemanfaatan yang bersifat mubah dalam waktu
tertentudisertai imbalan®®.

Sedangkan menurut fatwa dewan syariah nasional 7jarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewakan,
diharuskan mepersiapkan barang atau jasa yang disewa dan dibagi pihak
yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa’®.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 7jarah adalah suatu
akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan

imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.

®Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 195

86Erwin Hendrawin. Manajemen Koperasi, (Sukabumi: Al Fath Zumar, 2014), him. 29

67"\Wahbah az-Zuhaili. Fikih Islam wa Adillatuhu, jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani,
dkk. (Jakarta: Gema Insan, 2011), him. 387

68 olyta. “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm dalamPerspektif Fikih Muamalah”,
Hukum Islam, Vol. X1V, No. 1, (Nopember 2014), him. 129

®1bid.,

%Osmad Muthaher. Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), him. 121
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Adapun dalil diperbolehkannya 7jarah menurut mayoritas ulama bisa
dilihat dalam al-Qur’an surah al-Bagarah (2) 233:

01580 5% oy sy £ G gk 1) a&le #UA SIE 2&0Y 1 s LS O 351 0
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Artinya: “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan .

Dalam al-Qur’an surah al-Zukhruf (43) 32:

0 s -t ofu;éjjlg:‘a\ '§\é$j\¢,4; ”:.’:.,,’ éé_’.‘;;‘:“ sé)&jcg:ﬂ;}:) % /0:)& J/f':.éi’i
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan 72,

c. Hak pakai dan hak bagi hasil (muzara’ah)
Secara bahasa muzara'ah berasal dari kata zara’a yang bermakna
menanam. Sedangkan secara istilah muzara'ah ialah kesepakatan dan

bid.,

2Departemen Agama RI, A/-Qur’anTerjemah Per-Kata, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2009),
him.491

lbid.,
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kerjasama dalam mengelola lahan pertanian antara pemilik dan penggarap

lahan™.

Sedangkan definisi muzara'ah menurut para ulama yaitu,

Menurut ulama Malikiyyah muzara'ah ialah persekutuan atau
kerjasama dalam mengolah dan menanami lahan™. Menurut ulama
Hanabilah muzara'ah ialah penyerahan suatu lahan kepada penggarap
yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasilnya dibagi menjadi
dua antara pemilik lahan dan penggarap’®.

Menurut ulama Syafi'iyyah menjelaskan pengertian muzara'ah seperti
berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya,
sementara benihnya dari pihak pekerja’’.

Menurut ulama Hanabilah muzara'ah ialah penyerahan suatu lahan
kepada buruh tani yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil
tanamannya dibagi di antara mereka berdua (pemilik lahandan
pengolah)’®.

Dari definisi di atas dapat disimpukan bahwa muzara'ah ialah akad

pemanfaatan dalam penggarapan lahan pertanian diantara pemilik lahan

dengan pihak yang menggarap lahan yang dimana nantinya hasil dari

lahan yang digarap dibagi dua dengan prsentase pembagiannya sesuai

dengan kesepakatan diantara pemilik lahan dengan penggarap lahan.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya muzara'ah bias dilihat dalam

al-Qur’an surah az-Zukhruf (43) 32,

74Firman Muh. Arif. “Muzara’ah dan PengembanganEkonomi Umat di Pedesaan”, Al-Amwal :
Journal of Islamic Economic Law, Vol. IlI, No. 2, (September 2018), him. 112

75Wahbah az-Zuhaili. Fikih Islam wa Adillatuhu, jilid 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani,
dkk. (Jakarta: Gema Insan, 2011), him. 562

8lbid.,

"Ibid., him. 563

8|bid.,
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan

sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan ",

Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang berbunyi,

G0 e e o be (RA N e 0 ek (e S BT g G s
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh telah
mengabarkan kepada kami Al Laits dari Muhammad bin Abdurrahman
dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah bahwa beliau pernah
menyerahkan kebun kurma kepada orang-orang Yahudi Khaibar supaya
mereka garap dengan biaya mereka sendiri, dengan ketentuan; separuh
dari hasil tanaman yang mereka hasilkan untuk Rasulullah”.

d. Hak gadai atas tanah (rahn)
Transkasi hukum gadai dalam fikih Islam disebut dengan rahn. Dalam
istilah fikih, rahan secara bahasa rahn bermakna as-subut dan ad-
Dawaam yang artinya penetapan dan penahanan. Makana lain dari as-

subit dan ad-Dawaam adalah terkurung dan terjerat atau tetap, kekal dan

"Departemen Agama RI, A/-Qur’anTerjemah Per-Kata, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2009),
him. 491

801bid.,

81Sahih Muslim, dalam Ensiklopedia Hadis-Kitab 9 Imam, “Bab musaagah dan pengelolaan
tanah di bayar dengan buah-buahan dan tanaman”, diproduksi oleh Lembaga Ilmu dan Dakwah
Publikasi Sarana Keagamaan (Lidwa pustaka), 2010, diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022
jam 12.10 WIT.
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jaminan. Sedangkan Istilah rahan dalam fikih mu’amalah diartikan
dengan menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang®2.
Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur’an surah al-
Muddatsir (74) 38,
i 5 s Ly Gl (K

Artnya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah
dilakukannya "84,

Dalam ayat di atas rahinah bermakna tertahan, hal ini memiliki
persamaan dengan makna yang dijelaskan sebelumnya vyaitu tetap
ditempatnya.

Sedangkan menurut para ulama memberikan definisi dari rahndalam
perspektif fikih sebagai berikut;

1. Ulama Syafi'iyyah
Menjadikan barang jaminan utang yang dimana barang itu
digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berutang
tidak bisa membayarnya®.
2. Ulama Hanabilah
Harta yang dijadikan sebagai utang yang ketika pihak yang
menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut
dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang
dijadikan jaminan tersebut®,

3. Ulama Malikiyyah

82M. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, (Yogyakarta: Deepublish,
2015), hlm. 97

83Departemen Agama RI, A/-Qur’anTerjemah Per-Kata, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2009),
him. 576

841bid.,

85Wahbah az-Zuhaili. Fikih..., him. 107

&|bid.,
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Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari

pemiliknya untuk dijadikan utang yang lazim®’.
4. Ulama Hanafiyah

Menjadikan sesuatu sebagai tebusan dengan hak yang
memungkinkan pengengambilan kembal dari harta yang digadaikan
seperti hutang®.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, rahn
merupakan suatu system dalam mu’amalah di mana pihak yang satu
memberikan pinjaman dan pihak yang kedua menyimpan barang
berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang
yang menerima gadai.

Secara garis besar rahn memberikan suatu barang untuk ditahan
atau dijadikan sebagai jaminan manakala salah satu peminjam tidak
dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang
disepakati, hal ini juga sebagai pengikat atas kepercayaan di antara
kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya rahn menurut mayoritas

ulama bisa dilihat dalam al-Qur’an surah al-Bagarah (2) 283,
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika

#bid.,

881bid.,

89Departemen Agama RI, A/-Qur’anTerjemah Per-Kata, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2009),
him. 49
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sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan ",

Dari potongan ayat diatas yang artinya “maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang” dalam hal ini bisa dimaknai
sebagai “barang gadai”®. Untuk melakukan transaksi gadai maka
barang yang digadaikan semustinya merupakan barang dari pemilik
yang akanmelakukan gadai dan barang yang akan digadaikan harus

terdapat ketika akan melaksanakan perjanjian gadai

9lbid.,

9!Nurhayati A. “Hak..., hlm. 40
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), study
pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari buku
teks, jurnal, maupun dalam buku referensi yang berkaitan dengan hak atas tanah
baik menurut UUPA, hukum Islam maupun menurut al-Mawardi hal ini
dimaksudkan agar bisa menambah atau mendukung sumber informasi atau data
yang diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat aspek validitas data yang
dihasilkan®.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian, dimana
pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan yuridis, pendekatan normatif, dan
pendekatan sejarah.

1. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji
dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut
pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani yang dimana dalam
penelitian ini menkaji peraturan perundang-undangan dibidang hukum
pertanahan?.

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis yang digunakan yaitu,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang
Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1998
Tentang Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; dan Hak Pakai Atas Tanah,

!Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Graha llmu, 2014), him. 61.

2Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis,Serta Disertasi, (Bandung:
Alfabeta, 2017), him. 68.
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Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pebatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan.

2. Pendekatan normatif3, di dalam penelitian ini pendekatan normatif sangat
efektif digunakan karena dalam penelitian ini peneliti mengemukakan uraian
yang dibangun dengan mengacu kepada ayat-ayat al-Qur’an. hadis
Rasulullah Saw, pendapat Imam al-Mawardi ataupun ulama klasik dan
kontemporer yang dilakukan dengan kontes kekinian. Pada penelitian ini
juga dibangun analisis yang berkaitan dengan relevansi konsep igta’
menurut al-Mawardi dengan UUPA, berpedoman pada ayat-ayat al-Qur’an,
hadis, pendapat ulama klasik, pakar dan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

3. Pendekatan sejarah®, pendekatan sejarah dapat diartikan sebuah sudut
pandang objek kajian yang diteliti secara ilmiah dengan berdasar sejarahnya.
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dikaji
dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi. Pendekatan ini sangat
membantu peneliti untuk memahami makna aturan hukum yang berkembang
dalam sejarah. Dengan pendekatan ini akan digunakan untuk
mendeskripsikan sejarah hak atas tanah dan konsep igfa’ dalam UUPA

maupun dalam pemahaman al-Mawardi.
B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan bentuk metode penelitian
dengan tujuan untuk mendeskripsikan hingga menjelaskan suatu keadaan atau
kegiatan sosial untuk diperoleh informasinya dan dan dibuktikan keabsahannya,
yang diperoleh melalui pendeskripsian suatu fenomena peristiwa-kejadian yang
ada dalam kehidupan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan pencarian

informasi tentang suatu cara dan proses pemberian hak milik atas tanah oleh

SMuhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him. 54
4Ibid.,him. 57
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pemerintah. Pembuktian keabsahan tentang legalitas hak milik atas tanah tersebut

selanjutnya dikaji menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

peraturan pokok agrarian (UUPA) dan perspektif Imam al-Mawardi. Dalam hal

ini adalah didasarkan pada Hukum di Indonesia dan Hukum Islam. Berdasarkan

kedua hokum ini, analisis dilanjutkan hingga diperoleh hubungan yang dimiliki

dengan tujuan agar tidak adanya kontradiksi diantara kedua hukum.

. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), sehingga

sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri atas sumber primer,

sumber sekunder dan sumber tersier:

1. Sumber primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan

penulisan tesis ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan

rujukan utama berupa:

a.

Kitab karya Imam al-Mawardi. Al-Ahkam as-Sultaniyah wal Wilayat ad-
Diniyah. Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989.

Kitab terjemahan al-Ahkam as-Sultaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah
Islamiyah. Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta:
Qisthi Press, 2014.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1998 Tentang
Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pebatalan Hak Atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan.
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2. Sumber sekunder adalah bahan penunjang di dalam penelitian ini baik berupa

penjelasan pendapat para ahli hukum agraria, karya ilmiah, majalah, artikel,

dan buku diantaranya adalah:

a.

Kitab Fikih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al
Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insan, 2011.

Buku karya Gita Anggraini, Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan
Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria,
Yogyakarta: STPN Press, 2016.

Buku karya Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara,
Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2013.

Buku karya Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta:
Graha llmu, 2011.

Buku karya Samun Ismaya, Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria,
Yogyakarta: Suluh Media, 2019.

Buku karya Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan edisi 2,
(cet. 1), Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Buku karya Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif,
Jakarta: Kencana, 2012.

Buku karya Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana,
2015.

Buku karya M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafik,
2015.

Siti Zumrokhatun dan Darda Syahrizal, Undang-Undang Agraria &
Aplikasinya, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014

Rahmat Ramadhani, Hukum Agraria (Suatu Pengantar), Medan: UMSU
Press, 2018

Jurnal oleh Mujahidin, “Konsep Igfa’ Pemberian Tanah Kepada

Masyarakat dalamPemikiran Ekonomi al-Mawardi (Studi Kitab al-
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Ahkam as-Sultaniyah)”, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law,
Vol.ll, No. 1, Maret 2017,

m. Jurnal oleh Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, Jurnal
Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012,

n. Jurnal oleh Sultan Pratama Beta, “Perbandingan Sistem Peralihan
HakMilik Menurut KUHPerdata dan UUPANo. 5 Tahun 19607, Lex
Privatum, Vol. VII, No. 5, Mei 2019.

0. Jurnal oleh M. Sulaeman Jajuli, “Kepemilikan Umum dalam Islam”,
Asy-Syir’ah:Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. XLVIII, No. 2,
Desember 2014,

p. Jurnal oleh Zuman Malaka, “Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum
Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam”. Al-Qanin. Vol.
XXI, No. 1, Juni 2018,

3. Sumber tersier, adapun sumber tersier yaitu terdiri dari;

a. Departemen Agama RI, Al-Qur’anTerjemah Per-Kata, Bandung:
Syaamil Al-Qur’an, 2009.

b. Ensiklopedia Hadis-Kitab 9 Imam, diproduksi oleh Lembaga limu dan
Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan (Lidwa pustaka), 2010.

c. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

d. Kamus Bahasa Arab.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif
kualitatif yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara
sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukakan pengolahan data dari
konsep tokoh mengenai permasalahan yang dibahas, data-data tersebut untuk
memaparka dan menganalisis tentang pemberian hak milik atas tanah oleh

pemerintah menurut UUPA dalam perspektif al-Mawardi.
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Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data
interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles®, dimana terdapat
empatkerangka utaman dalam analisis interaktif yakni, pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin-
menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk
yang sejajar, kegiatan analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan,
antara lain:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu caraatau prosedur sistematis yang
dirancang untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam kegiatan
penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan dua
sumber yaitu data primer dan data sekunder®.

Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang di peroleh dari
sumber utama vyaitu kitab Al-Ahkam as-Sultaniyah wal Wilayat ad-Diniyah
karya Imam al-Mawardi dan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari refrensi penunjang baik berupa kitab,
buku maupun jurnal yang relevan dengan tema dalam kajian penelitian ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tulisan di lapangan, yang dimana reduksi data berlangsung
secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif

berlangsung’.

5Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan..., him. 63
6Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafik,2016), him. 109
"Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan..., him. 64
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Dalam penelitian ini kegiatan reduksi data meliputi tiga kegiatan utama®,
yaitu:

a. Proses pemilihan data, pemilihan data dilakukan atas dasar tingkat
relevansi dengan tema kajian dalam penelitian dalam hal ini berkaitan
dengan kosep igta’ (pemberian hak atas tanah oleh pemerintah kepada
rakyat), namun tidak semua data berkaitan dengan tujuan penelitian.
Data yang yang tidak diperlukan dalam ruang lingkup kajian tidak akan
digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Proses penyusunan data, penyusan data dilakukan dengan cara
mengelompokkan data dalam tema kajian yang sama atau sejenisnya.
Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan
analisis lebih lanjut dan dalam reduksi data.

c. Proses pemberian kode, pemberian kode bertujuan untuk memudahkan
peneliti ketika memasukkan data dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan
yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian bisa dilakukan
dalam sebuah matrik®.Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang
diperoleh, sehingga dapat memberikan informasi yang baik, benar, dan
menyeluruh. Dengan penyajian data yang baik, peneliti menampilkan hasil
penelitian secara ringkas dan jelas, sehingga pembaca penelitian ini dapat
memahami apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk

menjawab rumusan penelitian.

8Benidiktus Tnujaya dan Jenne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas: Panduan Belajar, Mengajar
dan meneliti, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), him. 102
°Ibid.,
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4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan peroses perumusan makna dari hasil
penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah
dimengerti, serta dilakukan dengan berulangkali melakukan peninjauan
mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan
relevansi dan konsistensi terhadap judul, tujuan dan perumusan
masalah'®.Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan diperoleh dengan
pengambilan kalimat kunci yang tepat untuk mewakili data yang terdapat
pada reduksi data dan penyajian data. Dalam hal ini terkait dengan perolehan
hak atas tanah menurut UUPA dan menurut al-Mawardi.

Untuk mempermudah memahami deskripsi di atas maka peneliti membuat
skema metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Mils dan Hubberman
sebagai berikut:

Penarikan
Kesimpulan

Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles & Hubberman!

Dari skema di atas bisa dilihat bahwasannya secara garis besar, proses
penelitian kualitatif bermula dari penetapan jenis informasi yang diperlukan
berdasarkan penentuan peta sumber informasi dan teknik pengumpulan data yang

sesuai, analisis data umumnya bersifat interaktif dimulai dari tahap pengumpulan

Danu Eko Agustnova, Memahami Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik, (Yogyakarta:
Calpulis, 2015), him. 68
1bid., him. 69
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data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan sajian data yang berlangsung secara

terus-menerus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sistem perolehan hak atas tanah oleh pemerintah menurut UUPA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), pada beberapa pasal menjelaskan secara mendalam
mengenai sistem perolehan hak atas tanah sebagaimana yang terdapat pada
Pasal 16 juncto Pasal 53 UUPA, hak atas tanah dapat dikelompokan menjadi
dua kelompok, yaitu:

a. Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap;
1) Hak milik,

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat (1) UUPA). Dalam
pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang
membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak
yang "terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah.
Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang
mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat” sebagai hak
eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang
demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan
fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh™ itu
bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usha, hak

guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk

1Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha llmu, 2011), him. 143
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menunjukkan, bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat

dipunyai orang hak miliklah yang terkuat dan terpenuh?.

Dalam Pasal20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa hak milik

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan

hak milik atas tanah, yaitu:

a)

b)

Beralih

Beralih yang dimaksud dalam hal ini adalah berpindahnya
hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain yang
disebabkan oleh peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang
dimaksud adalah meninggalnya pemilik tanah. Dengan
meninggalnya pemilik tanah, maka hak milik atas tanah secara
hukumakan berpindah kepada ahli warisnya yang dimana
sepanjang ahli waris tersebut telah memenuhi syarat sebagai
subjek hak milik®.
Dialihkan

Dialihkan yang dimaksud dalam hal ini yaitu berpindahnya
hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain yang
ditimbulkan karena terdapatnya perbuatan hukum. Perbuatan
hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang menimbulkan
akibat hukum?.

Dari ketentuan lebih lanjut, pihak-pihak yang dapat

mempunyai hak milik atas tanah adalah pihak-pihak yang diatur

dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA dan peraturan

pelaksanaannya, yaitu:

1.

Warga negara Indonesia. Hanya warga negara Indonesia yanga
dapat mempunyai hak milik.

2lbid., hlm. 162-163.
3Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2015), him. 30

“4Ibid.,
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2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Badan hukum pada dasarnya tidak dapat mempunyai hak milik

atas tanah, kecuali badan-badan hukum yang ditentukan dalam

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, yaitu:

a.

Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut
Bank Negara).

Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan
berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958.
Badan-badan Keagamaan.

Badan-badan sosial®.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hapusnya hak

milik atas tanah dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 27 UUPA

yang berhubungan sebagai berikut:

1
2
3.
4

Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA;

Karena penyerahan secara sukarela;

Karena diterlantarkan;

Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek
hak milik atas tanah;

Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya
berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat
sebagai subyek hak milik;

Tanahnya musnah, misalnya karena bencana alam®.

5Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, Undang-Undang Agraria & Aplikasinya, (Jakarta:

Dunia Cerdas, 2014)78-79
61bid., him. 83
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2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu (Pasal 28 ayat
(1) UUPA)’. Hak ini merupakan hak yang khusus untuk
mengusahakan tanah yang bukan milik pribadi guna usaha dalam
sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak
pakai ialah bahwa hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk
keperluan diatas itu dan atas tanah yang luasnhya paling sedikit 5
hektar. Berlainan dengan hak pakai maka Hak Guna Usaha dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani dengan
hak tanggungan. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada
orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang
bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang
disebutkan dalam pasal 558,

Yang dapat mempunyai (subjek hukum) Hak Guna Usaha
menurut Pasal 30 UUPA juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.
40 Tahun 1996, yaitu:

a. Warga negara Indonesia.
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah, dan
dengan cara lain yaitu terjadi konversi menurut UUPA. Hak-hak
lama yang di konversi menjadi Hak Guna Usaha ialah hak erfpacht,
hak milik adat dan hak-hak lain sejenis sebagaimana yang disebut

dalam Pasal Il Ketentuan konversi.

“Samun Ismaya, Pengantar..., him. 144,
81bid., him. 163-164.
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Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 menetapkan bahwa Bagi orang atau badan hukum yang
tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha, maka
dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan
tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat, dan apabila hal
ini tidak dilakukan maka karena hukum Hak Guna Usahanya hapus

dan tanahnya menjadi tanah negara®.

Pasal 34 UUPA menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan
hapusnya Hak Guna Usaha, yaitu:

1. Jangka waktunya berakhir.

2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu
syarat tidak terpenuhi.

3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya

berakhir;

Dicabut untuk kepentingan umum.

Diterlantarkan.

Tanahnya musnah.

Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) UUPA?,

N o g &

3) Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, atas permintaan
pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan

bangunan-bangunannya maka jangka waktu tersebut sebagaimana

9Urip Santoso, Perolehan..., him. 37-38
10lbid., him. 43
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yang terdapat dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu
paling lama 20 tahun (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA).

Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 36 ayat 1 UUPA, yaitu:
a. Warga Negara Indonesia.
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia

Hak Guna Bangunan bisa terjadi karena penetapan pemerintah
terhadap tanah yang dikuasai negara dan terjadi kerena perjanjian
yang berbentuk autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan
dengan pihak yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan.Hak
Guna Bangunan juga ada yang terjadi karena konversi hak-hak lama
yaitu: hak eigendom kepunyaan Warga Negara Indonesia yang tidak
membuktikan kewarganegaraannya sebelum tanggal 24 Maret 1961.
Hak eigendom kepunyaan badan-badan keagamaan dan sosial yang
telah ditunjuk sebagai badan yang boleh mempunyai tanah dengan
Hak Milik, jika tanah tidak dipergunakan langsung yang berkaitan
dengan peruntukkannya, hak eigendom kepunyaan pihak yang tidak
memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, hak milik adat dan hak-
hak lainnya yang sejenis sebagaimana disebut dalam Pasal 2
Ketentuan-ketentuan Konversi, hak erfpacht untuk perumahan dan

hak opstaal yang masih berlaku pada tanggal 24 September 1960*2.

Berdasarkan Pasal 40 UUPA, hapusnya Hak Guna Bangunan
bisa terjadi karena:

1. Jangka wakatunya berakhir.

2. Dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi.

11Samun Ismaya, Pengantar...,him. 145

12]bid.,
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w

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum

jangka waktu berakhir.

4. Dicabut untuk kepentingan umum, sebagaimana yang
terdapat dalam UU No. 20 Tahun 1961.

5. Tanahnya diterlantarkan.

6. Tanahnya musnah.

7. Pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang

Hak Guna Bangunan®2,

Adapun untuk lebih lanjut mengenai peraturan Hak Guna
Bangunan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah.

4) Hak pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsungoleh Negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalamkeputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian denganpemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segalasesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 41 ayat (1)
UUPA),

Pasal 42UUPA menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak
Pakai adalah:
a. Warga Negara Indonesia.

b. Orang asaing yang berkedudukan di Indonesia.

13Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, Undang..., him. 127.
14Samun Ismaya, Pengantar...,him. 146
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Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di

Indonesia®®.

Pemegang Hak Pakai yang tidak memenuhi syaratsebagai

pemegang Hak Pakai, maka dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan

atau mengalinkan hak tersebut kepada pihak lain yang lebih

memenuhi syarat. Jikahal ini tidak juga dilakukan, maka hak

tersebut hapus secara hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain

yang terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan, hal ini

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.
40 Tahun 1996%°.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun

1996, faktor-faktor penyebab hapusnya Hak pakai, yaitu:

1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam

perjanjian pemberiannya.

Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka

waktunya berakhir, karena:

a) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak
dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan kewajiban

pemegang hak.

15Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 119

18]bid., him. 120
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b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-
kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian
Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang
Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak

Pengelolaan; atau

c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap.

d) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya

sebelum jangka waktu berakhir.

e) Dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun
1961.

f) Ditelantarkan dan/atau tanahnya musnah.

g) Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi syarat sebagai

pemegang Hak Pakai’.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa akibat
hapusnya Hak Pakai atas tanah negara mengakibatkan tanahnya
menjadi tanah Negara. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak
Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan
pemegang Hak Pengelolaan. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak
Milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan
pemegang Hak Milik.

Apabila Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah
Hak Milik hapus, bekas pemegang Hak Pakai wajib menyerahkan

tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak

7Ibid., him. 128
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Milik dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam
perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian Hak
Pakai atas Hak Milik'®.

Hak Sewa

Hak Sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah milik orang
lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa'®. Hak Sewa merupakan
hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut
tersendiri. Hak Sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan
berhubung dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1). Hak Sewa tanah
pertanian hanya mempunyai sifat sementara (Pasal 16 yo 53).
Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan
pemilik tanah?.

Selanjutnya Pasal 45 berisi ketentuan bahwa yang dapat
mempunyai hak sewa adalah:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan hukum Indonesia.

c. Warga Negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

e. Jangka waktu Hak Sewa ditentukan oleh perjanjian dengan
memperhatikan Pasal 26 ayat 2 UUPAZ?L,

Ketentuan Hak Sewa atas tanah di tengah-tengah kehidupan
masyarakat biasanya merujuk kepada ketentuan Pasal 1548 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menentukan
bahwa "Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak

292

8lbid., him. 129

19Samun Ismaya, Pengantar...,him. 72

2bid., hIm 165

21Samun Ismaya, Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria, (Jakarta: Suluh Media, 2019), him.
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yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak
yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama kurun waktu
tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”?,
Faktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya Hak Sewa
adalah:
1. Jangka waktunya berakhir.
2. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena suatu syarat
tidak dipenuhi
3. Hak sewanya dilepaskan oleh pemegang hak.

4, Hak atas tanah tersebut dicabut untuk kepentingan umum?3,

Hak membuka tanah dan Hak memungut hasil hutan

Sebagaimana yang terdapat pada penjelasan UUPA Pasal 46,
hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak
dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur
dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih
luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang
bersangkutan?*,

Sifat yang khusus dari hak membuka tanah dan hak memungut
hasil hutan terletak pada timbal-balik daripada hak tersebut
terhadap hak-hak yang melekat pada orang perorangan atau
individu. Semakin kuat hubungan individu dengan tanah, maka

semakin dalam hubungannya dengan hukum perseorangan

2|pid.,

23M. Arba, hukum..., him. 124
24Samun Ismaya, Pengantar..., him 165
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(terhadap tanah itu), dan makin kecillah hak yang dimiliki
masyarakat terhadap sebidang tanah tersebut?®.

Dalam Pasal 21 PP No. 6 Tahun 1999 tentang pengusahaan
hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi, hapusnya
Hak membuka tanah dan Hak memungut hasil hutan disebabkan
karena:

a) Jangka waktu diberikan telah habis.

b) Dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada
pemegang hak pengusaan hutan.

c) Diserah kembali oleh pemegang hak pengusaan hutan kepada

Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan.

d) Dicabut oleh Menteri karena kawasan hutan diperlukan untuk

kepentingan umum.

b. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara
1. Hak gadai tanah

Hak gadai tanah ialah menyerahkan tanah dengan pembayaran
sejumlah uang dengan syarat jika orang yang menyerahkan tanah
memiliki hak untuk memohon kembalinya tanah tersebut dengan
memberikan uang yang besarnya sama?.

Dalam hal ini tanah yang dibebankan atas hak gadai dapat
berupa tanah pertanian maupun berupa tanah untuk bangunan. Hak
gadai bukan sekedar menanggung hutang, tetapi pemegang hak
tersebut dapat mempergunakan tanah maupun mengambil manfaat
atas tanah tersebut. Berbeda dengan hipotik dan creditverband, hak

gadai merupakan hak atas tanah, dikarenakan pemegang gadai

25Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, Undang..., him. 155
26Ade Arif Firmansyah, Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum, (Yogyakarta: Graha limu, 2018) him. 41
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memiliki wewenang untuk dipergunakan maupun untuk diambil
manfaat atas tanah tersebut?’.

Untuk jangka waktu Hak Gadai dalam prakteknya dibedakan
menjadi dua yaitu, Hak Gadai (Gadai Tanah) yang lamanya tidak
ditentukan dan Gadai Tanah yang lamanya ditentukan. Dalam hal
Hak Gadai tidak ditentukan lamanya, daripada itu maka pemilik
tanah pertanian tidak diperkenankan melakukan penebusan sewaktu
waktu, sehingga dalam penebusannya baru bisa dilakukan jikalau
pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali dalam kurun
masa panen. Hal ini yang dikarenakan hak gadai merupakan
perjanjian pengarapan tanah bukan pinjam meminjam uang.

Sedangkan untuk Gadai Tanah yang lamanya ditentukan maka
hak gadai seperti ini pemilik tanah bisa menebus tanahnya jikalau
jangka waktu yang telah disepakati dalam hak gadai telah usai.
Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pemilik tanah
tidak bisa menembusnya, maka pemegang gadai tidak bisa
memaksa pemilik tanah untuk menebus tanahnya, akan tetapi jika
pemegang gadai tetap memaksa untuk melakukan jual ataupun
lelang tanah tersebut, maka pemilik tanah dapat menggugat
pemegang gadai kecuali jika pemilik tanah diperkenankan untuk
menjual tanah yang digadaikan?®.

Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Gadai adalah:

a) Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi

gadai).

b) Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih.

c) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa

pemegang gadai menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan

27"Muwabhidin, Pokok... him. 86
281 bid., hIm. 87-88
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karena pemilik tanah tidak dapat menebus dalam jangka
waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam gadai
tanah.

d) Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum.

e) Tanahnya musnah?.

2. Hak usaha bagi hasil

Perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 adalah
perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang
atau badan hukum, yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian
mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, yang
hasilnya dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang
disetujui sebelumnya®. Misalnya masing-masing mendapatkan
seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian, sedangkan
pemilik tanah mendapatkan dua pertiga. Dengan demikian yang
akan diterima oleh masing-masing pihak tergantung pada besarnya
hasil tanah yang bersangkutan.

Hak usaha bagi hasil pada awalnya berasal dari hukum adat
yang disebut dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk
mengusahakan usaha pertanian di atas tanah milik orang lain
dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua pihak.
Menurut hukum adat imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas
persetujuan kedua belah pihak, yang pada umumnya
menguntungkan pihak penggarap. Hal itu dikarenakan tanah yang
tersedia untuk dibagi hasilkan tidak seimbang dengan jumlah petani

2bid., him. 90
30Ade Arif Firmansyah, Pergeseran..., him. 41
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yang memerlukan tanah garapan!. Namun pada akhirnya praktek
perjanjian bagi hasil megandung unsur pemerasan (exploitasi), yaitu
pembagianya tidak seimbang, sehingga terjadinya pihak penggarap
sering dirugikan dalam hal ini.

Atas dasar itu kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang bertujuan untuk
menghilangkan sifat-sifat pemerasan dalam perjanjian bagi hasil
tersebut. Dalam undang-undang No. 2 Tahun 1960 ditentukan
bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di hadapan
kepala desa, disaksikan minimal oleh dua orang saksi dan disahkan
oleh camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan desa yang
bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan agar menghindarkan
perselisinan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian bagi hasil diatur mengenai hak dan kewajiban
dari masing-masing pihak. Pemilik tanah berhak atas sebagian hasil
tanah yang diamana sebelumnya telah ditetapkan atas dasar
kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berhak menuntut
pemutusan hubungan, adapun untuk kewajiban pemilik tanah
adalah menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan
membayar pajak atas tanah garapan tersebut. Selama perjanjian bagi
hasil berlangsung penggarap berhak untuk mengusahakan tanah
tersebut dan menerima bagian dari hasil tanah tersebut sesuai
dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak®.
Sedangkan untuk kewajiban dari penggarap tanah yaitu:

a) Mengusahakan tanah tersebut dengan baik.
b) Menyerahkan bagian hasil tanah yang menjadi hak milik tanah.

¢) Memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya.

3IMuwabhidin, Pokok..., him. 91
32]bid., hIm. 93-94



71

d) Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemiliknya dalam
keadaan baik setelah berakhir jangka waktu perjanjian bagi

hasil.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya perjanjian bagi

hasil adalah sebagai berikut:

1) Jangka waktunya berakhir.

2) Atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil
diakhiri.

3) Pemilik tanah meninggal tanah.

4) Adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam
perjanjian bagi hasil.

5) Tanahnya musnah®3,

3. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian
kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemiliknya
dengan perjanjian bahwa setelah penyewa itu menguasai tanah
selama waktu tertentu, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya.
Dalam hukum adat, perjanjian sewa-menyewa biasanya dilakukan
atas dasar kepercayaan, sehinga perjanjiannya cukup dibuat secara
lisan34,

Faktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya hak sewa tanah
pertanian yaitu:
a. Jangka waktunya berakhir.
b. Hak sewanya dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari

pemilik tanah kecuali hal itu diperkenankan oleh pemilik tanah.

B1bid., him. 95
34M. Arba, hukum..., him. 129
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c. Hak sewanya dilepaskan oleh pemilik tanag secara sukarela.
d. Hak atas tanah tersebut dicabut untuk kepentingan umum.

e. Tanahnya musnah®®.

4. Hak menumpang
Hak menumpang merupakan hak yang memberi wewenang
kepada seorang untuk mendirikan serta menempati rumah di atas
pekarangan orang lain. Pemegang hak menumpang tidak harus
membayar suatu kepada pemilik tanah, ikatan hukum dengan tanah
tersebut ber sifat sangat lemah maksudnya sewaktu-waktu bisa
diputuskan oleh pemilik tanah bila yang bersangkutan
membutuhkan sendiri tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan
cuma terhadap tanah pekarangan serta tidak terhadap tanah
pertanian3®.
Adapun ciri-ciri hak menumpang adalah sebagai berikut:
a. Tidak mempunyai jangka waktu, oleh karena itu sewaktu-
waktu dapat dihentikan.
b. Hubungan hukumnya lemah, sewaktu-waktu dapatdiputuskan
oleh pemilik tanah jika tanahtersebut dibutuhkan.
c. Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar
sesuatukepada pemilik tanah.
d. Hanya dapat terjadi pada tanah pekarangan untukbangunan.
e. Tidak wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan.
f. Bersifat turun temurun, artinya dapat dilanjutkan oleh ahli

warisnya.

35Muwahidin, Pokok..., him. 96
36Ade Arif Firmansyah, Pergeseran..., him. 41-42
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g. Tidak dapat dialihkan kepada orang lain selain ahli
warisnya®’.
Faktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya hak
menumpang adalah:

1) Pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan
hukum antara pemegang hak menumpang dengan tanah
tersebut.

2) Dicabut untukkepentingan umum.

3) Pemegang hak menumpang melepaskan secara suka rela
hakmenumpang.

4) Tanahnya musnah®®,

2. Sistem perolehan hak atas tanah oleh pemerintah menurut Imam al-

Mawardi

1. lhya’ al-mawat (menghidupkan lahan mati).

Secara Bahasa ihya’ al-mawat bermakna mati atau lawan dari
hidup. Al-mawat memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak memiliki roh
atau dalam hal ini tanah yang tidak berpenghuni dan tidak dimanfaatkan
atau terdapat hak milik atas tanah tersebut tetapi tidak diketahui
pemiliknya®.

Sedangkan secara epistimologi terdapat beberapa definisi dari
ihya’ al-mawat yang dikemukakan oleh para ulama’ fikih, menurut

ulama Hanafiyah ihya’ al-mawat ialah lahan yang tidak menjadi milik

$"Muwahidin, Pokok..., him. 97

B1bid., him. 98

39Ambok Pangiuk. “liya’ al-mawat dalam Hukum Islam”, Media Akademika, Vol. XXV, No.
2, (April 2010), him. 167
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siapa pun dan tidak ada hak khusus bagi seseorang di dalamnya yang

letaknya berada di luar wilayah suatu negeri.

1) lhya’ al-mawat menurut ulama Malikiyah ialah tanah yang tidak
diairi dengan air dan tidak ditanami tanaman, baik yang dekat
maupun yang jauh dari pemukiman dan bukan hak seseorang.

2) lhya’ al-mawat menurut ulama Syafi’iyah ialah lahan yang
tidakberpenghuni dan tidak pula menjadi lahan harim untuk suatu
kawasan berpenghuni, baik apakah lahan itu terletak dekat
dengankawasan berpenghuni maupun jauh.

3) Menurut ulama Hanabilah ikya’ al-mawat ialah lahan yang tidak
bertuan, tidak memiliki persediaan air; tidak adaaktivitas kehidupan
di atasnya, tidak dimanfaatkan dan tidak difungsikan.

Adapun dalil menghidupkan lahan mati ditetapkan berdasarkan
sunnah yang disebutkan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh

Jabir bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin Haram:

58 5356 o plia Be ol s b 5 e LS 0 (s Mk s
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah
menceritakan kepada kami Ayyub dari Hisyam bin Urwah dari Wahb
bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulallah, beliau bersabda,
"Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru), maka
tanah itu menjadi miliknya." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan shahih”.

40Hadis Riwayat Tirmizi, dalam Ensiklopedia Hadis-Kitab 9 Imam, “bab menghidupkan tanah
tak bertuan”, diproduksi oleh Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan (Lidwa
pustaka), 2010, diakses pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 jam 12.10 WIT.
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Hadis di atas menunjukkan mengenai diperbolehkannya
menghidupkan lahan mati yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan
oleh siapa pun, hal ini menunjukkanbahwa Islam memberikandorongan
untuk melakukan aktivitas menghidupkan lahan mati, karena pada
dasarnya manusia sangan bergantung kepada aktivitas-aktivitas yang
berkaitan dengan pertanahan seperti pertanian maupun tempat tinggal.

l\hya’ al-mawat bisa menjadi sarana memakmurkan dan
memanfaatkan bumi untuk kemaslahatan manusia baik seara individu
maupun kelompok, karena mengurus dan mengelola lahan-lahan
terlantar adalah kewajiban syari’at. Dengan mengamalkan ihya’ al-
mawat lahan-lahan terlantar menjadi produktif dan memberi manfaat
lebih besar.

Menurut al-Mawardi mengenai cara menghidupkan lahan mati
yaitu dengan memperbaiki dan memulihka lahan tersebut agar layak
untuk dimanfatkan sesuai dengan pemahaman ‘urf masyarakat
setempat*!.

Adapun syarat untuk menghidupkan lahan mati untuk dijadikan
lahan produktif dipertegas al-Mawardi. Menurutnya setelah menimbang
dari beberapa pendapat fugaha’, al-Mawardi menyimpulkan syarat
menghidupkan lahan mati meliputi;

a) Mengumpulkan tanah di sekelilingnya.

b) Mengaliri air ke lahan yang mati jika jenis tanahnya kering dan
mencegah masuknya air ke dalamnya suatu lahan jika lahan tersebut
merupakan saluran irigasi.

c) membajaknya*?

Jika dari ketiga syarat tersebut telah terpenuhi maka terwujudlah

upaya menghidupkan lahan mati sehingga seseorang yang telah

41lmam al-Mawardi. al-Ahkam..., hIm. 232
“Imam al-Mawardi. al-Ahkam..., him. 240
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menghidupkan lahan tersebut resmi untuk menjadi pemilik dari lahan
tersebut dan Jika pemilik lahan mati tersebut ingin menjualnya, hal
tersebut diperbolehkan. Jika terdapat orang lain ingin menanami lahan
mati tersebut, setelah sebelumnya dihidupkan, yang menjadi pemilik sah
lahan tersebut adalah orang yang menghidupkannya, sedangkan si
penanam hanya menjadi pemilik atas tanamannya.

Akan tetapi jika pemilik tanaman tersebut ingin menjual
tanamannya, terjadi perselisihnan pendapat di kalangan para fugaha
mengenai boleh atau tidaknya menjual tanaman tersebut. Abu Hanifah
berpendapat, “Jika pemilik tanaman pernah ikut membajak lahan yang
mati tersebut, maka diperbolehkan atasnya untuk menjual tanaman di
atasnya. Akan tetapi, jika tidak ikut serta dalam upaya menghidupkan
lahan tersebut, maka atasnya tidak diperbolehkan menjual tanaman di
atasnya”. Imam Malik berpendapat, “diperbolehkan atasnya untuk
menjual tanaman yang terdapat pada lahan tersebut, adapun orang yang
ikut serta dalam menghidupkan lahan tersebut memiliki hak yang sama
atas apa yang terdapat pada tanah tersebut maupun hasil dari lahan
tersebut”. Sedangkan pendapat Imam Syafi’i, “tidak diperbolehkan
menjual atas benda apa pun yang terdapat pada lahan tersebut, kecuali
jika benda yang terdapat pada lahan tersebut berupa pohon atau tanaman
maka diperbolehkan atasnya untuk menjualnya meski tidak pernah ikut
serta dalam membajak lahan tersebut”*,

Adapun batasan dalam memanfaatkan lahan mati setiap ulama
memiliki pendapat yang berbeda dalam jarak dan jangkauannya, Imam
Syafi’i berpendapat, “pemantaatan lahan mati jika dipergunakan sebagai
pemukiman adalah pemukiman itu sendiri beserta jalan dan

pekarangannya. Sedangkan pemanfaatan lahan mati untuk dipergunakan

“Ibid., him. 315
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sebagai kepentingan pertanian adalah ladang pertanian beserta tempat
pengaliran air dan pembuangannya”. Sedangkan Abu Hanafi
berpendapat, “batas pemanfaatan lahan mati untuk kepentingan
pertanian dan pemukiman adalah sampai pada lahan sesudahnya ketika
air tidak sampai padanya”. Sementara itu Abu Yusuf berpendapat,
“batas pemanfaatan lahan mati yang dipergunakan untuk pemukiman
dan pertanian adalah sejauh suara orang yang berseru bisa didengar dari
setiap sudutnya”4.

Dari ketiga pendapat para ulama di atas jika ditinjau dari jarak
dan jangkauan pemanfaatan lahan mati tersebut, maka pendapat Abu
Hanifah dan Abu Yusuf memiliki jarak yang berjauahan diantara dua

bangunan satu sama lain.

2. Hima (kawasan lindung dan terlarang)

Dalam Islam perlindungan terhadap alam merupakan ketentuan
yang harus dilaksanakan, hal ini mencakup mengenai perlindungan
terhadap keaslian lembah, sungai, gunung dan lahan yang produktif,
yang dimana makhluk dapat hidup di dalamnya. Wilayah perlindungan
ini disebut hima.

Hima merupakan suatu kawasan yang bersifat khusus dan
dilindungi oleh pemerintah (Imam) atas dasar syariat guna melestarikan
kehidupan yang ada di dalamnya. Rasulullah Saw pernah mencagarkan
kawasan sekitar Madinah sebagai hima guna melindungi lembah,
padang rumput dan tumbuhan yang terdapat didalamnya®. Rasulullah
Saw melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu

untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya, Rasulullah

441bid., him. 317
4SFachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2019), him. 75



78

Saw bersabda yang artinya “Tidak ada hima kecuali milik Allah dan
Rasulnya ™.

Adapun yang dimaksud hadis tersebut ialah bahwa tidak ada
perlindungan lahan, kecuali seperti perlindungan lahan oleh Allah dan
Rasul-Nya untuk kepentingan para fakir miskin dan seluruh kaum
Muslim, dan tidak seperti halnya mereka pada masa jahiliyah ketika
orang terhormat di antara mereka melindungi lahan demi kepentingan
pribadinya“®.

Sedangkan Ulama Malikiyyah mendefinisikan hima dengan, suatu
lahan yang dilindungi dan ditetapkan oleh imam sebagai kawasan
terlarang untuk umum demi Kkepentingan dan hajat orang-orang
selainnya®’.

Menurut al-Mawardi, hima mempunyai sifat umum dan khusus.
Jika lahan yang bersifat umum tersebut mencangkup untuk semua
orang, maka lahan tersebut bisa dimanfaatkan secara bersama-sama
karena tidak ada yang dirugikan di dalam memanfaatkan lahan tersebut.
Akan tetapi, untuk dikhususkannya lahan tersebut agar bias dikuasai dan
dimanfaatkan oleh orang kaya saja maka hal tersebut tidak
diperbolehkan. Mengenai boleh tidaknya lahan tersebut dikhusuhkan
untuk orang-orang fakir dan miskin saja, maka dalam hal ini ulama
berselisih pendapat hukumnya*®.

Jika sebuah lahan mati yang telah dilindungi secara hukum,
walaupun dikemudian hari terdapat orang lain untuk datang
menghidupkan lahan tersebut serta ingin membatalkan perlindungan
terhadapnya, maka lahan tersebut harus tetap dilindungi. Jika lahan
tersebut termasuk lahan yang mendapatkan perlindungan dari Rasulullah

46Gita Anggraini, Islam dan Agraria:Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam
Merombak Ketidakadilan Agraria,(Yogyakarta: STPN Press, 2016), him. 41

4Tlbid.,

48Al-Mawardi. Al-Ahkam ..., hIm. 242
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Saw, hukum perlindungan atas lahan tersebut semakin kuat dan hukum
menghidupkannya tidak sah, serta orang yang menghidupkannya harus
ditolak dan dicegah.

Adapun untuk hukum lahan yang dilindungi oleh para khalifah
sepeninggal Rasulullah Saw, pendapat ulama terbagi menjadi dua
mengenai boleh atau tidaknya menghidupkan lahan tersebut:

1) Tidak boleh dan lahan tersebut harus tetap berstatus bagian lahan
yang dilindungi, seperti halnya lahan yang pernah dilindungi oleh
Rasulullah Saw pasalnya, hukum yang diputuskan oleh Rasulullah
Saw bersifat mengikat.

2) Boleh menghidupkanya karena ada penegasan dari Rasulullah Saw
sebagaimana terdapat di dalam hadis yang artinya: “siapa yang

)

menghidupkan lahan mati maka lahan tersebut menjadi miliknya.’

Hadis di atas juga menjadi dalil kepemilikan atas tanah oleh
seorang Muslim yang dimatas atasnya diwajibkan mengelola tanah itu
agar bermanfaat dan produktif, ketentuan penggarapan tanah tersebut
menurut jumhur ulama tidak berlaku bagi tanah yang telah dimiliki
orang lain ataupun kawasan-kawasan yang apabila digarap akan
mengganggu  kemaslahatan umum, misalnya lembah yang

mengakibatkan terjadinya tanah longsor.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kepala negara tidak memiliki
kewenangan dalam memberikan ijin pada penggarap tanah ataupun
pemohon atas suatu tanah jika hal itu mengganggu kemaslahatan
umum dan menimbulkan keributan. Kepala negara juga harus
mempertimbangkan kebijakan pemberian ijin yang menyebabkan

perubahan tata wilayah termasuk di dalamnya memberikan konsesi
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kepada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap

kemaslahatan umat*°.

Dalam hal pemanfaatan sebuah lahan untuk digunakan oleh para
pengembala untuk ternak yang dimiliki seorang khalifah tidak
diperkenankan untuk memungut biaya kepada para pemilik hewan
ternak yang menggembalakan hewan ternaknya di lahan yang
dilindungi oleh hukum. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw

yang berbunyi:
50 Jal5 oL S 8 250 B 21855 ¢l

Artinnya: Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu
padang rumput, air, dan api.

Secara garis besar, hadis di atas mengandung perintah untuk
memberikan kebebasan bagi setiap Muslim menggunakan barang milik
umum sebagai milik bersama, dan tidak boleh seorang pun melakukan
monopoli kepemilikan. Sebagai milik bersama, maka tidak ada hak
individu menguasainya untuk kepentingan pribadi, dan jika ada orang
lain membutuhkannya maka tidak bolen mencegahnya. Dengan
demikian setiap individu harus memahami bahwa di samping dirinya
memiliki hak untuk memanfaatkan barang umum, di dalamnya juga
terdapat hak orang lain. Karena terdapat hak orang lain di dalamnya
maka tidak boleh ada orang lain untuk melarang akan pemanfaatannya
tersebut dan setiap orang harus saling memberikan kesempata kepada

orang lain untuk menikmatinya®!.

“lbid., him. 330
50Wahbah az-Zuhaili. Fikih..., him. 523
5lsnaini Harahap, dkk. Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), him. 31
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3. Igta’(pemberian lahan milik negara kepada rakyat)

Iqta’ yaitu pemberian tanah yang dilakukan oleh imam (kepala
negara) terhadap lahan yang menjadi bagian wewenangnya baik itu
berbentuk blok tambang ataupun lahan biasa. Dengan ketentuan lahan
itu terhitung lahan mati yang tidak terikat dengan kepentingan serta hak
orang lain®2,

Adapun jenis igta’ yang diberikan oleh khalifah terbagi menjadi
dua vyaitu, igta’ tamlik (igta’ dengan status sebagai hak milik), igta’

istighlaal (igta’dengan status sebagai hak pakai)®3;
1) Igta’tamlik

Igta’ hak milik menurut jenisnya terbagi menjadi tiga lahan

mati, lahan garapan dan lahan pertambangan:

a) Lahan Mati

Berdasarkan dari kesepakatan mazhab-mazhab yang ada,
seorang khalifah atau pemimpin boleh melakukan igta’ lahan
mati kepada orang yang menghidupkannya, yang dimana
dimaksudkan agar kawasan di mana lahan mati itu berada bisa
berubah menjadi hidup dan bias dimanfaatkan. Hal ini
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw
Ketika melakukan igra’ kawasan al-‘Aqiq kepada Bilal Ibnul
Harits, hal yang sama juga yang pernah lakukan untuk Wa'il
Ibnu Hujr, hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Bakar,

2Aan Jaelani, Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jawa Barat:
Aksarasatu, 2018), him. 192
S3Al-Mawardi. Al-Ahkam..., him. 248
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Umar Ibnul Khaththab dan Utsman Ibnu Affan untuk sejumlah
sahabat™,

Adapun jika lahan mati yang pernah digarap sebelumnya
kemudian lahan tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya dengan
jangka waktu yang lama sehingga lahan tersebut menjadi tidak
produktif lagi, maka dalam hal ini para fuqaha’ memiliki
pendapat yang berbeda akan status hukum menghidupkan lahan
seperti ini. Imam Syafi’i berpendapat bahwa “jika lahan itu
dihidupkan  kembali, tidak sertamerta orang yang
menghidupkannya menjadi pemilik akan tanah tersebut, baik
pemiliknya diketahi atau tidak”. Dalam hal ini Imam Malik
juga berpendapat, “jika lahan mati itu dihidupkan secara
otomatis seseorang yang menggarap lahan mati tersebut akan
menjadi tuan atas tanah tersebut, baik pemilknya diketahui
ataupun tidak”. Begitu pula dengan Imam Hanifah berpendapat
bahwa “jika pemilik asalnya diketahui, maka orang yang
menghidupkan lahan dikemudian hari tersebut tidak secara
otomatis menjadi pemiliknya”. Akan tetapi jika pemilik asalnya
tidak diketahui maka orang yang menghdupkannya berhak
memiliki lahan tersebut. Meskipun demikian Abu Hanifah
berpendapat bahwa “orang yang menghidupkan lahan mati
tersebut tidak secara otomatis menjadi pemiliknya sebelum

khalifah melakukan igta’atasnya”.

b) Lahan Garapan
Adapun menurut jenisnya lahan garapan oleh al-Mawardi

dibedakan menjadi dua, yaitu:

S"Wahbah az-Zuhaili. Fikih Islam wa Adillatuhu, jilid 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani,
dkk. (Jakarta: Gema Insan, 2011), him. 528
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(1) Lahan pemiliknya sudah jelas>

Dalam kaitannya dengan lahan garapan seperti ini
khalifah tidak memiliki wewenang apapun terhadap lahan
tersebut akan tetapi jikalau lahan tersebut terdapat adanya
hak-hak (kas negara) seperti lahan-lahan yang ditaklukkan
oleh kaum Muslim, maka khalifah berhak mengatur lahan
tersebut maupun melakukan igra’ padanya. Sebagimana
Abu Tsa’labah ibn al-Khusyni pernah meminta kepada
Rasulullah Sawagar beliau berkenan melakukan 7igta’ pada
sebuah lahan yang ketika itu masih dikuasai oleh orang
Romawi. Dengan permintaan Abu Tsa’labah seperti itu
Rasulullah Saw. merasa heran sehingga Rasulullah Saw
bersabda “apakah kamu mendengar apa yang diminta oleh
Abu Tsa’labah ?”, Abu Tsa’labah berkata “Demi zat yang
mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Sungguh
daerah itu pasti akan ditaklukkan oleh Allah untukmu.”
Selanjutnya Rasululah Saw mengirim surat kepada Abu
Tsa’labah yang berisi persetujuan beliau atas permintaan

yang diajukannya.

Dari uraian di atas maka dapat di seimpulkan bahwa
seseorang yang meminta kepada khalifah agar
menghadiahinya harta yang masih ada dalam darul harbi
(negara kafir) dan masih dimiliki pemiliknya ataupun
meminta hadiah seorang wanita ataupun anak-anak untuk
dihadiahi kepadanya. Manakala jika wilayah tersebut dapat
dikuasai kaum Muslim maka hal seperti itu diperbolehkan.

S5Al-Mawardi. Al-Ahkam ..., him. 338



84

Pemberian khalifah seprti itu dipebolenkan walapun
khalifah tidak mengetahui siapa sandra yang dimaksud

karena hal semacam itu menyangkut masalah umum.

(2) Lahan garapan yang pemiliknya belum jelas®®

SIbid,. HIm. 340-342

Hubungannya dengan lahan garapan yang pemiliknya

belum jelas. Al-Mawardi membagi lahan garapan seperti

ini menjadi tiga jenis, yaitu:

(a) Lahan yang diambil oleh khalifah untuk dijadikan

sebagai milik (kas negara), pada tahun jamajim tahun
82 H, bersamaan dengan terjadinya peperangan antara
Ibnu al-Asy’ats dengan al-Hajjaj, semua dokumen
negara terbakar, sehingga setiap kaum mengambil
lahan-lahan yang berada pada sekitar mereka.
Kaitannya dengan lahan seperti ini al-Mawardi
menyatakan bahwa lahan sejenis ini tidak boleh
dilakukan igra’ atas lahan tersebut karena lahan
tersebut telah menjadi milik yang dialokasikan untuk
kemaslahatan bersama kaum Muslim sehinga setatus
akan lahan tersebut tetap akan menjadi lahan wakaf dan
jika terdapat seseorang yang ingin menggunakan lahan
tersebut maka untuk mendapatkan hak pakai pada
lahan tersebut dikenakan biaya dalam jumlah tertentu.
terhadap lahan jenis ini pula khalifah berhak memilih
alternatif yang dimana lebih membawa kemaslahatan
dengan  memanfaatkan  lahan  tersebut  untuk

kepentingan , Umar ibn Khaththab pernah menunjuk
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seseorang yang memiliki  kemampuan  untuk
menggarap lahan tersebut dengan dikenakan kharaj
yang besarnya ditentukan oleh hasil panen yang di
dapatkan.

(b) lahan yang ditinggal mati oleh pemiliknya dan tidak
memiliki ahli waris. Pada dasarnya lahan seperti ini
akan secara langsung dikuasai oleh yang dimana
sebagai warisan untuk seluruh kaum Muslim. Akan
tetapi kaitannya dengan perpindahan tangan lahan
seperti ini menimbulkan perselisihan pendapat para
ulama’ salah satunya dari kalangan ulama Syafi’iyah,
yang dimana perselisihan pendapat mengenai lahan
tersebut setelah berpindah tangan dari pemiliknya akan
berubah statusnya menjadi lahan wakaf atau tidak.
Dalam hal ini pendapat mereka terbagi menjadi dua:

1. Status lahan tersebut akan berubah menjadi lahan
wakaf yang akan dialokasiakan untuk kepentingan
umum.

2. Status lahan tersebut tidak berubah menjadi lahan
wakaf sampai khalifah mengubahnya menjadi
lahan wakaf. Sehingga dalam perjalanannya lahan
tersebut bisa saja dijual sewaktu-waktu dengan
catatan jika merut khalifah dengan menjul lahan
tersebut bisa mendatangkan kemaslahan pada dan
hasilnya juga akan di gunakan untuk

kemaslahatan umum.
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(c) Lahan kharaj, untuk lahan seperti ini seorang khalifah
tidak boleh melakukan igra’ kepada seseorang yang
dengan status hak milik, karena lahan tersebut
dibedakan menjadi dua pemahaman, yaitu:

1. Dikenakan kepadanya berupa sewa kepada lahan
yang berstatus wakaf dan kharaj. Sehingga
memiliki lahan wakaf yang diperolen melalui

igta’hukumnya tidak sah.

2. Dibebankan jizyah kepada lahan yang berstatus
hak milik dan kharaj. Sehingga memberikan igta’
kepada lahan yang sudah jelas kepemilikannya

hukumnya tidak sah.
Lahan Pertambangan®’

Igta’ berupa lahan pertambangan ialah pemberian Allah
kepada manusia berupa area yangmenyimpan barang-barang
berharga di dalamnya®®. Adapun igra’ lahan pertambangan ini
dibedakan menjadi dua, yaitu lahan pertambangan yang tampak

dan lahan pertambangan yang terpendam.

Lahan pertambangan yang tampak adalah sebuah lahan
yang terdapat barang-barang berharga dan barang tersebut bisa
dilihat, seperti ladang garam, tambang minyak maupun ladang
celak. Semua jenis tambang ini seperti air, dan khalifah tidak
bolen melakukan igfa’ terhadapnya dan jika lahan

pertambangan yang Nampak tersebut di igra’ oleh khalifah

*Ibid., him. 347
%8Ibid.,
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kepada seseorang, maka status igra’ nya tidak memiliki
implikasi hukum, sehinga pemanfaatan lahan tambang tersebut
bisa juga dimanfaatan oleh orang lain. Jika orang yang
menerima igta’ melarang orang lain untuk memanfaatkan
barang tambang di lahan tersebut maka seseungguhnya telah

berbuat zalim dengan pelarangan atas yang dilakukannya.

Adapun lahan pertambangan yang terpendam adalah lahan
yang di dalamnya menyimpan barang-barang berharga dan
tidak bisa diperoleh, kecuali dengan melalui usaha keras untuk
memperolehnya, adapun barang tambang tersebut ialah seperti
emas, perak, kuningan bijih besi, dan tembaga. Semua jenis
barang tambang tersebut dikategorikan sebagai barang tamang
yang tak nampak. Mengenai boleh tidaknya khalifah
melakukan igra’ terhadap jenis lahan tambang seperti ini,

pendapat ulama’ terbagi menjadi dua:

1. Seorang khalifah tidak boleh melakukan igra’ terhadap
jenis lahan garapan seperti ini, karena jenis lahan garapan
tak nampak statusnya sama dengan lahan garapan yang
tampak dan semua orang berhak mengambil barang

tambang tersebut.

2. Seorang khalifah boleh melakukan igta’ terhadap jenis
lahan garapan ini, sebagaimana berdasarkan hadis yang
diriwayatkan oleh Kutsair ibn Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Auf
al-Muzanni dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah
Saw pernah meng-igta*>-kan kepada Bilal al-Harits lahan

pertambangan al-Qibaliyyah, mulai dari jalsiyyu (dataran
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tinggi) dan ghauriyyu (dataran rendah), serta lahan sekitar

yang dapat ditanami.
2) Igta’istighlaal

Igta’isthigaal adalah Hak penggunaan lahan atau Hak Pakai.
Imam al-Mawardi menjelaskan bahawa igra’ jenis ini tidak
menghasilkan kepemilikan yang sempurna hal ini dikeranakan
tanah tersebut merupakan kepunyaan Baitul mal yang dikendalikan
oleh khalifah. Khalifah berhak untuk mengusahakan tanah tersebut
ataupun memberikan pihak lain untuk mengusahakannya dan
mengambil bayaran daripada pihak tersebut. Oleh kerana pemilikan

igta’isthigaal ini adalah pemilikan tidak sempurna,

Iqta’dengan status Hak Pakai dapat dilakukan terhadap lahan
‘usyr (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan lahan kharaj
(pajak). Untuk lahan yang berstatus ‘usyr, khalifah tidak boleh
melakukan igra’ terhadap lahan tersebut. Pasalnya, lahan tersebut
termasuk lahan zakat yang harus diberikan kepada para
penerimanya dah lahan tersebut akan menjadi milik mereka jika
telah diberikan. Adapun untuk lahan kharaj, khalifah diperbolehkan
untuk melakukan igra’ terhadap lahan tersebut, setidaknya tiga
golongan yang berhak menerima lahan kharaj, yaitu: orang tersebut
termasuk penerima zakat, orang tersebut merupakan orang-orang
yang berhak mendapatkan jatah karena tidak memiliki sumber
penghasilan pasti, dan orang yang termasuk penerima fai’ yang

mendapatkan gaji resmi dari negara seperti tentara®®.

¥Ibid., him. 342-343
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B. Pembahasan

1. Relevansi Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Konsep Igta’dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermakna
bagi kehidupan manusia, bukan saja karena fungsinya sebagai faktor
produksi pertanian yang menghasilkan beragam macam bahan pangan lebih-
lebih di seperti di Indonesia yang merupakan negara agraris tetapi juga
karena fungsi sosial-budayanya. Sebagai contoh misalnya, kepemilikan
tanah menunjukan kekayaan dan kesejahteraan seseorang dalam tarap
hidupnya. Semakin luas seseorang memiliki tanah maka semakin tinggilah

orang lain memandangnya®.

Dalam perspektif filsafat, tanah memilik keterikatan dengan manusia hal
ini sebagaimana yang terdapat dalam syariat Islam yang berbicara mengenai
penciptaan manusia dengan asal manusia itu sendiri yaitu tanah, karena
sesuai dengan asal proses penciptaan manusia adalah berasal dari tanah,
maka akhir hidupnya akan kembali pada tanah dari tanah kembali ke tanah.
Dengan demikian bahwa hubungan antara manusia dengan tanah ini bersifat
abadi. Pengertian lebih lanjut bahwa sesungguhnya sumber ekonomi dan
sumber-sumber politik di dalam masyarakat yaitu pertumpu kepada tanah,

dalam pengertian yang luas termasuk turun-turunan atas pemanfaatannya.

Di Indonesia terdapat sebuah program transmigrasi, yang di dalamnya
pemerintah memberikan tanah secara Cuma-Cuma kepada transmigran agar

tanahnya dikelola semaksimal mungkin. Inilah bentuk kepedulian

%M. Sulaeman Jajuli, Kepastian ..., him. 1
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pemerintah kepada masyarakat demi keadilan dalam pembangunan®®. Untuk
dapat memanfaatkan sebidang tanah, seseorang harus memiliki hak atas
tanah yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku hal ini diatur dalam

Pasal 4 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

a. Hak vyang memberi wewenang Kkepada pemegangnya untuk
menggunakan tanah yang bersangkutan.Wewenang untuk menggunakan
tanah sekaligus juga berisi wewenang untuk menguasai tanahnya sebab
tanpa penguasaan seseorang tidak dapat menggunakan tanahnya.
Penguasaan ini memilki dua makna yaitu, penguasaan dalam arti yuridis
dan penguasaan dalam arti fisik.

b. Pemegang hak atas tanah di samping mempunyai wewenang untuk
menggunakan tanahnya juga diberi wewenang untuk menggunakan
apapun yang terdapat pada bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanahnya.

c. Kewenangan pemegang hak untuk menggunakan tanahnya termasuk air
dan tubuh bumi serta ruang angkasa yang ada di atasnya tidalah mutlak
melainkan dibatasi oleh hukum pertanahan nasional dan peraturan-

peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Kewenangan seorang pemimpin berkewajiban menjaga dan memelihara
di antaranya hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat, serta mewujudkan
hak hidup, hak mendapat penghasilan yang layak melalui usaha yang baik
dan halal. Tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan dengan melakukan

segala sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan dan menghindari

®1Badrudin, Etika Ekonomi Syari’ah: Kontekstualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ekonom
Islam, (Serang: A-Empat, 2015), him. 18
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kemudharatan bagi kehidupan umat manusia diperlukan kepada siyasah®.
Kewenangan pemerintah untuk mengatur negara dan rakyatnya dalam
memelihara hak-hak sipil termasuk hak memiliki tanah dan dalam
mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat adalah menggunakan
suatu alat yang disebut dengan siyasah. Setelah diketahui kewenangan
pemerintah terhadap negara dan rakyatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum
untuk memperoleh hak atas tanah melalui penetapan pemerintah, yaitu:

1) Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara.

2) Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari hak atas telah
dilepaskan oleh pemegang haknya.

3) Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari hak atas tanah
yang telah dicabut untuk kepentingan umum.

4) Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari hak atas tanah
yang telah ditelantarkan oleh pemegang haknya.

5) Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari kawasan telah
dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan.

6) Permohonan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi.

7) Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari reklamasi.

8) Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari peningkatan
Hak Guna Bangunan untuk rumah tempat tinggal atau hunian menjadi
Hak Milik.

9) Permohonan pemberian hak atas tanah bangunan Hak Milik menjadi
Hak Guna Bangunan.

10) Permohonan pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang

berasal dari tanah Hak Pengelolaan.

82Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara,(Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2013),
him. 138-139
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11) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak
Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah Hak
Pengelolaan.

12) Permohonan pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas
tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak

Pakai atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan®?,

Perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah Hak
Pengelolaan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten atau Kota yang diberikan pelimpahan kewenangan
untuk memberikan hak atas tanah. Surat Keputusan Pemberian Hak wajib
didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yang wilayah
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk dicatat dalam buku
tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Sehingga dalam
pembuktian perolehan hak atas tanah melalui penetapan pemerintah betuk
pembuktiannya berupa Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai atas tanah Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)®.

Di dalam syari’at Islam dikenal denga adanya ihraz al-mubhat
(penguasaan atas harta tak bertuan)®®, yang dimana ihraz al-mubhat adalah
penguasaan atas herta bebas untuk tujuan dimiliki. Penguasaan tersebut

dapat dilakukan melalui cara-cara lazim, misalnya dengan memberi batas

63Urip Santoso, Perolehan...,him. 83

®Ibid.,him. 112

85Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), him 29
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ataupun dengan memberi tanda kepemilikan. Wahbah az-Zuhaili®® mencatat
empat cara penguasaan harta bebas yaitu dengan iiya’ al-mawat, berburu
hewan, dengan mengumpulkan kayu dan rerumputan dan menggali

tambang.

Dalam masyarakat bernegara, konsep ihraz al-mubahat menjadi terbatas,
yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan
yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi
melindungi kepentingan umum (al-maslahah al-'ammah) imam (khalifah)
berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai
milik negara atau dikuasai oleh negara®’. Misalnya, kekayaan tambang,
pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam dan
sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon
kayu di hutan dan seseorang tidak boleh menguasai atau memiliki tanah

atau kebun milik negara kecuali dengan izin.

Dengan demikianpenguasaan atas harta tak bertuan menjadi terbatas.
Harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam yang ditetapkan sebagai
milik negara atau harta benda yang ditegaskan tidak dapat dimiliki atau
dikuasai oleh perorangan tidak termasuk al-mubahat. Penguasaan seseorang
untuk memiliki harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam tersebut
tergolong penjarahan hak dan kepentingan masyarakat umum. Sekiranya
sumber kekayaan alam yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat
luastidak dibatasi oleh negara untuk dikuasai baik oleh perorangan maupun
badan hukum niscaya akanmenimbulkan kesewenangan dalam penguasaan

dan kepemilikan sehingga akan menimbulkan kerusakan alam.

Dalam hukum tanah menurut Islam, dasar utama pemberian hak atas

tanah kepada rakyat semata-mata untuk dimanfaatkan, dikerjakan dan

66\Wahbah az-Zuhaili. Fikih..., him. 404
Ibid.,
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dimakmurkan, berasaskan pada kemampuan orang yang akan
memanfaatkannya. Oleh karena itu, dasar pemberian hak atas tanah dalam

Islam hendaklah berlandaskan pada ciri-ciri sebagai berikut:

a. Kepentingan umum (maslahah 'ammah).
b. Warga negara yang layak.

c. Batas tanah berdasarkan kemampuan para penggarap®®.

Adapun untuk pendistribusian hak atas tanah kepada orang-orang atau
badan-badan tertentu dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk igza’,
atau melalui ihya’ al-mawat kedua cara tersebut telah diakui sebagai cara

pemberian hak atas tanah.

Berkaitan dengan relevansi UUPA mengenai konsep igta’, hendaknya
harus sejalan dengan asas-asas hukum pertanahan di Indonesia sebagai
landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, terutama asas
mendahulukan kewajiban daripada hak, asas kemampuan berbuat atau
bertindak, asas kebebasan berusaha, asas keadilan, asas perlindungan hak,

dan asas hak milik berfungsi sosial.

Pemberlakuan konsep igta’ jika diihat dari historis hukumnya maka
dapat ditelusuri pada zaman Rasulallah Saw, sistem pemberlakuan igta’
memiliki implikasi yang sangat serius terhadap sistem tanah di Arab hal ini
dikarenakan belum terbentuknya sebuahperaturan negara yang permanen dan
memiliki budaya pemerintahan yang berbeda. Hal tersebut berbeda dengan
konteks Indonesia yang merupakan sebuah negara yang dapat dikatakan

"teratur” karena telah memiliki bentuk peraturan negara dalam hukum

68Yanto Sarifudin, “ Konsep..., him. 16
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pertanahan, sehingga bentuk redistribusi tanahnya disesuaikan dengan
Undang-undang nomor 5 tahun 1960°%°.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa redistribusi tanah
di Indonesia yang disesuaikan dengan konsep igta’ merupakan konsep
kemaslahatan maupun keadilan yang dilakukan pemerinta bagi masyarakat
di Indonesia. Dalam hal ini juga peneliti melihat evektifitas pemberlakuan
igta’ istighlal dalam bernegara merupakan cerminan yang tepat alasannya
karena dalam pemberlakuannya maka akan dikenakan kharaj atas tanah
sehingga dapat memberikan hasil dan menambah pemasukan kepada negara.
Di sisi lain adapun dalam hal menghidupkan lahan mati, tandus, tanah yang
tidak produktif dan tidak ada pemiliknya, maka negara berhak menguasai
tanah tersebut dengan menjadikannya hak milik umum dan manfaatnya
diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi jika perseorangan ataupun badan
hukum yang ingin menguasainya maka harus mengikuti perizinan yang telah

diberlakukan oleh negara.

Konsep igta’ (pemberian hak atas tanah oleh pemerintah kepada
masyarakat) menurut al-Mawardi jika dilihat dari hukum pertanahan
Indonesia khususnya dilihat dari sisi asas hukumnya memiliki kesamaan.
Substansi dari hak penguasaan negara atas tanah adalah pengaturan
pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk kemaslahatan masyarakat.
Adapun asas-asas hukum yang mendasari konsep kepemilikan dan hubungan
hukum antara rakyat dan negara dalam UUPA adalah asas penghargaan
terhadap hak warga negara sebagai individu atas tanah, asas musyawarah
dalam membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintah, asas
mendahulukan kepentingan umum dan pemanfaatan untuk orang banyak

serta asas keadilan sosial.

ffatin Nur, “Kajian Karakteristik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fikih”, Ahkam: Vol.
2, No. 1, (Juli 2014), him. 171
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perolehan hak milik atas tanah oleh pemerintah menurut Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA).Hak atas tanah yang dapat diperoleh oleh perorangan dan badan-
badan hukum adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, Hak Sewa, Hak Memungut Hasi Hutan.Adapun sistem perolehan hak
atas tanah, pihak yang ingin memperoleh hak atas tanah mengajukan
permohonan pemberian hak atas tanah negara kepada pejabat yang berwenang
menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah dalam hal ini Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI), atau Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten atau Kota yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk
memberikan hak atas tanah. Bentuk Penetapan Pemerintah dalam perolehan
hak atas tanah adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Surat Keputusan Pemberian Hak
tersebut kemudian didaftarkan oleh pihak yang mengajukan perolehan hak
kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk mendapatkan tanda bukti hak.

2. Sistem perolehan hak milik atas tanah oleh pemerintah menurut Imam al-
Mawardi.Al-Mawardi berpandangan bahwa terdapat dua jenis penetapan
imam dalam sistem perolehan igra’ yaitu dengan sistem igfa’ sebagai milik
dan igta’ sebagai hak pakai. Untuk 7igfa’ sebagai milik maka perseorangan
atau badan hukum untuk memperoleh hak maka haruslah melalui izin terlebih
dahulu kepada imam (khalifah) hal ini juga sebagaimana yang telah disepakati

para imam mazhab dan setelah diberikan penetapan oleh imam maka untuk
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perseorangan harus memberikan batasan ataupun tanda atas tanah yang telah
dikehendaki sebelumnya hal ini dimaksudkan agar terciptanya bukti
kepemilikan.Sedangkan untuk perolehan igra’ hak pakai maka perseorngan
akan dikenakan pajak ‘usyr dan kharaj agar dapat memperoleh hak pakai atas
tanah yang dikehendaki. Dengan catatan tanah tersebut berada dalam wilayah
kekuasaan Islam.

3. Konsep igta’dalam nalar fikih al-Mawardi jika dilihat dari hukum pertanahan
Indonesia khususnya dilihat dari sisi asas hukumnya memiliki kesamaan.
Substansi dari hak penguasaan negara atas tanah adalah pengaturan
pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk kemaslahatan Ummat. Berdasarkan
hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa redistribusi tanah di Indonesia yang
disesuaikan dengan konsep igra’ merupakan konsep kemaslahatan maupun
keadilan yang dilakukan pemerinta bagi masyarakat di Indonesia. Evektifitas
pemberlakuan igra’istighlal dalam bernegara merupakan cerminan yang tepat
hal ini karena dalam pemberlakuannya maka akan dikenakan kharaj atas
tanah sehingga dapat memberikan hasil dan menambah pemasukan kepada

negara.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa saran
mengenai penelitian ini yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa menjadi bahan bacaan
maupun refrensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang
berkaitan dengan nalar fikih Imam al-Mawardi tentang konsep igta’
korelasinya dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini
diharapka agar memperkaya teori yang digunakan, karena di dalam

penelitian ini peneliti masih terbilang minim di dalam penguasaan teori
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C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan
karena terdapat kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Peneliti merasa hal itu
memang sering terjadi sebagai pembelajaran peneliti agar nantinya bisa
dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Dalam hal ini peneliti memamparkan
keterbatasan penelitian yang terjadi.

1. Kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil
penelitian yang dibuat. Peneliti sadar akan hal ini karena keterbatasan waktu
dan juga kesibukan lain yang menyita waktu dan pikiran. Menurut peneliti,
eksplorasi teori penting untuk menambah wawasan keilmuan khususnya
yang berkaitan dengan pertanahan menurut hukum pertanahan di Indonesia
maupun menurut hukum Islam.

2. Penelitian yang peneliti sajikan ini masih jauh dari sempurna hal ini
dikarenakan keterbatasan pengetahuan maupun sumber yang peneliti
gunakan. Oleh karena itu peneliti berharap adanya peneliti selanjutnya yang
membahas lebih lanjut penelitian tentang pemberian hak atas tanah oleh
pemerintah untuk masyarakat (igza’) dengan lebih baik lagi. Karena peneliti
melihat permasalahan mengenai hukum pertanahan baik dilihat dari segi
hukum Islam maupun hukum pertanahan nasional masih banyak yang perlu

dibahas dengan seksama.
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LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
No. 5 Tahun 1960
tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
PERTAMA
BAB I
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

Pasal 1

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat
Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia
dan merupakan kekayaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di
bawahnya serta yang berada di bawah air.

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah
Indonesia.

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air
tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

Pasal 2

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

€. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada
ayat 2 pasal inidigunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat



dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan
Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan
kepada daerahdaerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,
menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu
dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan
hukum lain yang lebih tinggi.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan
peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatau denganmengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan
tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8



Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
diatur pengambilankekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang
angkasa.
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Pasal 9

Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya

dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1

dan 2.

Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai

kesempatan yangsama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk

mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Pasal 10

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah
pertanian pada azasnya diwajibkan megerjakan atau mengusahakannya
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut
dengan peraturanperundangan.
Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam
peraturan perundangan.

Pasal 11

Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air
dan ruang angkasaserta wewenang-wewenang yang bersumber pada
hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam
pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang
lain yang melampaui batas.

Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat
di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional
diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan
golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12

Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan
bersama dalamrangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau
bentuk-bentuk gotong royong lainnya.
Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-
usaha dalam lapangan agraria.

Pasal 13

Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur
sedemikian rupa,sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap



()
(3)
(4)

1)

(@)

(3)

warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia,
baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari
organisasi-organisasidan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli
hanya dapatdiselenggarakan dengan Undang-undang.
Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial
termasuk bidangperburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pasal 14

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9

ayat 2 serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemeritah dalam rangka sosialisme

Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan

dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya:

a. Untuk keperluan Negara;

b. Ntuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya,
sesuai dengan dasarKetuhanan Yang Maha Esa;

c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan
dan lain-lainkesejahteraan;

d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan
dan perikanan serta sejalan dengan itu;

e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan
pertambangan.

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 ini dan mengingat

peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur

persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa

untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku

setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat | dari Presiden,

Daerah Tingkat Il dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan

Daerah Tingkat 111 dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah
kerusakannya adalahkewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang
mempunyai hubungan hukum dengantanah itu, dengan memperhatikan pihak
yang ekonomis lemah.

BAB I1

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA

PENDAFTARAN TANAH
Bagian 1
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Ketentuan-ketentuan Umum
Pasal 16

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:
Hak milik,
Hak guna usaha,
Hak guna bangunan,
Hak pakai,
Hak sewa,
Hak membuka tanah,
Hak memungut hasil hutan,
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4
ayat (3) ialah :
a. Hakgunaair,
b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. Hak guna ruang angkasa.
Pasal 17

S@ e oo o

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan
yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau
minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam
pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan
dengan peraturanperundangan di dalam waktu yang singkat.
Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud
dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk
selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan
ditetapkan denganperaturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-
angsur.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan
Undang-undang.

Bagian 11
Pendaftaran Tanah
Pasal 19
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Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan

masyarakat,keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan

pendaftarantermaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian 111
Hak Milik
Pasal 20

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak
milik dan syaratsyaratnya.

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak
milik karenapewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya undang-undang ini
kehilangankewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka
waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik
itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya
jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung.

Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak
milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 22
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Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik
terjadi karena:
a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah;
b. Ketentuan undang-undang.

Pasal 23

Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam pasal 19.
Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak
tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan
peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

1)

(2)

Pasal 26

Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat danperbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak
langsung memindahkan hak milik kepada orang asing,kepada seorang
warganegara Yyang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang
ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa
pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila:

a. Tanahnya jatuh kepada Negara:

1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
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3. Karena ditelantarkan;
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan (26) ayat (2).
b. Tanahnya musnah.
Bagian IV
Hak guna usaha
Pasal 28

(1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal
29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar,
dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai
investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan
perkembangan zaman.

(3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

(1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan
hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka
waktu yangdimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat di[erpanjang dengan
waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah:
a. Warganegara Indonesia;
b. Badan hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi
memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam
jangka waktu satu tahun wajib melepaskan ataumengalihkan hak itu kepada
pihak lain yang memenuhi syarat.Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak
yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika
hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan
bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.
Pasal 32



(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap
peralihan danpenghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu
hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
Pasal 34
Hak guna usaha hapus karena:

a. jangka waktunya berakhir;
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;
Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
Dicabut untuk kepentingan umum;
Ditelantarkan;
Tanahnya musnah;
Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Bagian V

Hak guna bangunan
Pasal 35

@-+o a0

(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun.

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta
keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat
diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

(3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
a. Warganegara Indonesia;
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi
memenuhi syaratsyarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka
waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain
yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang
memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat
tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau



dialinkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum,
dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Hak guna bangunan terjadi:

a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan
pemerintah;

b. Mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik antara
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak
guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38

(1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga
setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut,
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.

Pasal 40
Hak guna bangunan hapus karena:

a. Jangka waktunya berakhir;
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;
Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
Dicabut untuk kepentingan umum;
Ditelantarkan;
tanahnya musnah;
Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

Bagian VI

Hak pakai

Pasal 41

@ oao

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa
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atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Hak pakai dapat diberikan:
a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan
untuk keperluan yang tertentu;
b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa
apapun.
Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung
unsur-unsur pemerasan.
Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

a.
b.
C.

d.
(1)
(@)

1)

(@)

3)

Warga negara Indonesia;
Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia;
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43
Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka hak pakai hanya
dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal
itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII
Hak sewa untuk bangunan

Pasal 44
Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila
ia berhakmempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan,
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:

a. Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
b. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertali
syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

a. Warganegara Indonesia,;
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
c. Badan hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia;

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwalikan di Indonesia.

Bagian VIII
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
Pasal 46
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Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh
warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan
sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
Bagian IX
Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan
Pasal 47
Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau
mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian X
Hak guna ruang angkasa
Pasal 48
Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga
dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan
memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Pasal 49
Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan
untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi.
Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup
untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud
dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
dengan hak pakai.
Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XII
Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 50
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-
undang.
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan
perundangan.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak
guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-
undang.
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BAB 111
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp. 10.000,-.

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam
pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), (46), (47), (48), (49) ayat (3) dan 50 ayat (2)
dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp. 10.000,-.

(3) Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang diamksud dalam pasal 16
ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan
hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang
bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan
hapusnya di dalam waktu yang singkat.

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan
yang dimaksuddalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 54

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika

seseorang Yyang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai

kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak
kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya

berkewarnegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat (1).

Pasal 55

(1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi pasal I, II, IlI, 1V, dan V
dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk
sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling
lama 20 tahun.

(2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya
untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau
seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang
mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 56

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat
1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat
setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang



XV

memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal

20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-

undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51

belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai

hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan

Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.

1937-190.

Pasal 58
Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51
belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini,
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.
KEDUA
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI
Pasal 1

(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang
ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak
memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan
untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan,
sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut
dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.

(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang disamping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan
badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud
dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi
hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20
tahun.

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak
erfpacht, maka hak postal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat
(1), yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak
postal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak
opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak
eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya
diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
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Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang
membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna
bangunan tersebut dalam ayat (1) dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut
menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

Pasal 11
Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut
dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-
undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas
druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht,
altijJddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain
dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri
Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik
tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak
memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang
disampingkewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna
bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan
lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 111

Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha
tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak
erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-
undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut
ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal IV
Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka
waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus
mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria, agar haknya diubah
menjadi hak guna usaha.
Jika sesudah jangka tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka
concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa
waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan
sendirinya.
Jika pemegang hak concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud
dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang
ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupunpermintaannya itu ditolak oleh
Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa
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waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan
sendirinya.
Pasal V

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya

Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut

dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan

erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
Pasal VI
Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan
hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama
sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu:
hak vruchtgerbruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik,
anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun
juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai

berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1,

yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh

pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Pasal VII

(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai
berlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat
1.

(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak
pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban
sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya
Undang-undang ini.

(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan
bersifat tetap atautidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

Pasal VIII

(1) Terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 1l ayat
2 dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2.

(2) Terhadap hak guna usaha tersebut pasal Il ayat 2, pasal Il ayat 1 dan 2 dan
pasal IV ayat 1lberlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Pasal IX
Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-
pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
KETIGA
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelanggarakan perombakan
hukum agrarian menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.
KEEMPAT

A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau
bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-
undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
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B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
(Sukarno)
Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960
SEKRETARIS NEGARA
ttd
(Tamzil)
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